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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis

( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-
2029, dapat tersusun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Nganjuk ini disusun berdasarkan amanat dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri No 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berisi serangkaian
tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang
digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan
Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penvusunan Rencana Kerja
Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapain tujuan dan
sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk

itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya.

Dengan terselesaikannya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Tahun 2025-2029 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu penyelesaiannya dan semoga dapat menjadi

suatu Pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun vang
berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sesual tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 sebagai tindak lanjut Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan
Peraturan Daerah (Perda] tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 vang mengamanatkan
Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya
memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat
otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk
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memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga
kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala
daerah serentak sebagai penjabaran operasional Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029 Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan
upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab
serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien
sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan vang baik, dan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa Organisasi
Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah yang memuat tujuan sasaran, program kegiatan dan sub
kegiatan pembangunan yvang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif dengan periode 5 ( lima ) tahun.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK] vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai
kewenangan daerah. Sedangkan penentuan
Program /Kegiatan /Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a)
penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN, (b) evaluasi
hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil foutcome) Renstra PD
masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai
dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran (output) dari
seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam
pencapaian hasil (outcomel; (d) isu-isu strategis yvang terkait dengan
bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah,; (e)
kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau
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masukan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)

pembangunan daerah.
Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan

lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten).
Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra
PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra
PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RP.JMD/RFPD serta
memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.
Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD,

serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan

Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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10.
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);




12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Satuan Polisi Pamong Praja,Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2018;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto
- Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -
Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan:
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-
2029 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2010 tentang
Ketentraman ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Penegakan Hak asasi Manusia ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedomon Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Satuan Perlindungan Masyarakat ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;



22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman
Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Serta Pelindungan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889
tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klarifikasi,Kodefikasi dan Nomorklatur Perencana
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -
2029 ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tahun 2023-2043;
Peratutran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa
Timur Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD )
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;




33. Peratutan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029

34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 2025-2029;




1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk
menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun
waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran Kkinerja,
permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan
indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan
indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan
bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat
Daerah;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah
dalam penyusunan Renja PD;

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan
Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan
kinerja Perangkat Daerah.



1.3 Sistematika Penulisan

Sistemnatika penulisan dokumen Restra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2029 | disajikan sebagai berikut :

BAB |

BAEB I

BAB 111

BAB IV

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Pelayvanan
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....

a. Tugas,Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
b. Sumber Dayva Perangkat Daerah
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

d. Kelompok Sasaran Layanan

ISU

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
a Identifikasi Permasalahan
h  Perumusan Isu Strategis
TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam mencapai

tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BABV

4.1 Uraian Program,Kegiatan,Sub kegiatan beserta kinerja
indikator dan target pagu indikatif

4.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program
prioritas pembangunan daerah

4.3 - Target keberhasilan pecapaian tujuan dan sasaran

' renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui

indikator kinerja utama {IKU) perangkat daerah

4.4 Target penyvelengaraan urusan pemerintahan daerah
tahun f025~2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGEAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi
Perangkat Daerah Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar  yaitu
ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat,

secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1)
menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk
menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Hal ini jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mutlak dibentuk
dengan menegakkan regulasi di daerah dan menyelenggarakan
ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Tindak lanjut dari ketentuan yang diuraikan diatas Satuan
Polisi Pamong Praja secara kelembagaan sebagai perangkat Daerah,
yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa instasi
penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
daerah diamanahkan pada Satuan PolisiuPamong Praja . Selanjutnya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk, Satuan Polisi Pamong mempunyai tugas
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman serta

menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.

a. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
kemudian memunculkan konsekuensi terbentuknya Organisasi
Perangkat Daerah baru menyesuaikan atas apa yang dituangkan
dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
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Kabupaten Nganjuk. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyvai

Tugas Pokok Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, menyvelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman

serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

berikut:

a

Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan  ketentraman  serta  penyelenggaraan

perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan Koordinasi penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

dengan instasi terkait;

Pengawasan terhadap masyarakat,aparatur, atau badan
hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah ;

Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan
ketertiban umum dan Kketentraman masyarakat serta

penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;

dan

Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas vang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Susunan lembaga yang terdiri dari :

a. Kepala Satuan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi,

pengawasan, ketatausahaan dan membagi tugas kegiatan bawahan

di bidang Satuan Polisi Pamong Praja

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi

dan

teknis yang meliputi perencaankeuangan,urusan tata

]"|-



usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua
unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA EKABUPATEN NGANJUK

KEPALA SATUAN POLIST PAMONG
PRAJA KABUPATEN NGANJUE

KELOMPOE JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETAR]S
W
|
W it
|
KEPALA
SUTBBAG LM DIAN JABATAN MIHGSICNAL
KEPEGAWAIAN & FELAKSANA
KEPALA BIDANG OPERASIONAL KEPM.J_A_B]E}A}:.ILJ
AN PERLINDUNGAN . FENM*;*{-M:
I 1
l ----- l
r ————————————— -1 r" -I
| 1 1 I
o o JABATANEINCGSIONAL IABATAN FERGSIONAL
JABATAN FINGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL & PELAKSANA £ FELARSANA
& PELAKSANA & PELAKSANA

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk pada bulan April 2025 memiliki personil sebanyak
51 Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kontrak sebanyak 26, dengan
kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Nganjuk sebanyak 51 orang dan Tenaga Kontrak 26

orang , vang terbagi :

1. Pejabat Struktural : 53 Orang
2. Perencana Ahli Muda 1 Orang
3. Pol PP Ahli Muda : 1  Orang
4. Pejabat Fungsional : 3 Orang
5. Staf Administrasi : 16 Orang
6. Pranata Pasukan Dalam : 24 QOrang
7. Pranata Perlindungan Masyarakat :1  QOrang
8. Tenaga Kontrak 126 Orang

Jumlah : 76 Orang




20

10

15 -

Kualifikasi Pendidikan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nganjuk, yaitu :
1) Pendidikan Formal

e S-2 19

¢ 5-1 : 15

+ SMA 143

+ SMK + 33

« D3 s 3
2) Golongan

* Golonganl! ;-

Golongan Il : 13
Golongan I11: 26
Golongan IV : 4

| 0 4+—
52 5-

orang
orang
orang
orang

orang

orang
orang
orang

orang

Grafik 2.b.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
berdasarkan Pendidikan s/d April 2025

¥ Pendidikan

1

SMA SMK

Sumber data DUK Perangkat Daerah s/d Bulan April 2025

Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada tabel 2.1 diatas

didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak 10 orang, Bidang
Penegakan Peraturan Daerah 5 orang, Bidang Operasional dan
Linmas Masyarakat 30 orang,
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Tabel 2.b.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon - Laki-
laki dan Perempuan s/d April 2025

Sumber data DUK Perungiar Daerah s'd Bulan April 2025

_ Jabatan/Esselon
No Bidang n ; m v Fungsional  Pelaksana .F Jumlah
| L[P|L|P|L|P| L| P| L| P| L | P
(1 2 @B G G| D@ @ | 10| A1 | (12) ) (13) | (148
1. iSd:klEtariat Il =l 1| =] =] 01| = 2 | 4 1 6 4
5 ?Bidang?emgakan el ) ) ) ) ) I 4 | ) ; )
Peraturan Daerah | |
Bidng |
4. |Operasional dan wil ad Al =] 4 - 26 - 36 -
lLinmas
JUMLAH L] = k] - - | 4 2 34 1 47 4
Sumber data DUK Perangkat Daerah s-d Bulan -Apr.-! 2!‘}25
Tabel 2.b.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
s/d April 2025
PENDIDIKAN JUMLAH
NO.  BAGIAN/BIDANG S2 S1 SMA SMK ]
L[ P[L] P|[L]P|[ L] P L 3 |
(1 (2) B @ G B M & @ (10) (11) (12) |
1. | Sekretariat 1| 1] 2] 3[1] -] 2] - 6 e
5 Bidang Penegakan : ) " ) I ) ) | ) " ) i
Peraturan Daerah |
M B.idang Operasional dan sil 1 @ | 22 ) 1 ) % ] =
Linmas
JUMLAH EIEEIEE 'E";L* - 47 4

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai

untuk Sekretariat sebanvak
diantaranya berpendidikan S2/S1,

10 orang,

sebanyak 7 orang

sisanya sebanyak 3 orang

berpendidikan SMA/SMK sementara untuk Bidang Penegakan

Peraturan Daerah dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang,

4

orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 1 orang
16




berpendidikan SLTA, sedangkan Bidang Trantibum Linmas dengan
jumlah pegawai 36 orang PNS berpendidikan SLTA 30 orang,

berpendidikan S1/82 6 Orang ,

tenaga honorer 26 orang

berpendidikan SLTA, serta. Untuk Kelompok Jabatan Fungsional

dengan jumlah Pegawai sebanyak 5 orang, 3 orang /S1/82, sisanya

sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan bagian pendukung dalam

kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan . Sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

sampai dengan April sebagaimana table berikut :

KONDISI
'i JUMLAH |SARANA DAN
NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA
PRASARANA Tidak
Layak |
| Lavak
I 2 3 i | 3
A |Gedung Kantor | '
I |Ruang Kerja Pimpinan dan Staf 7 |7
2. [Ruang Pos Jaga 2 3 o
3. |Ruang Rapat | I
4, Ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan (PPID) 0
5. |Ruang Penyimpanan Barang dan Gu::_{a_ng' 1 )
6. Ruang Sekretariat PPNS 0 1
7. |Ruang Sidang Majelis Kode Etik 0 ]
8. |[Tempat Apel/Upacara i I |
9. |Halaman Parkir 2 2
E“E Kendaraan Operasional Satpol PP
l. |Sepeda Motor (trail, R2 Lainnya) 29 29
2, Uenis Offroad/Jeep (Pamwal ) 1 1
3. [Mini Bus atau Van (mobil jabatan, operasional) I | 3
4. [Truk Kecil (Mobil pick up/patroli) 1 . 1
5. [Truk Sedang (Hilux, Raisa) 2 BE
6. [Truk Besar 0 i
7. |Kendaraan Lain (Speedboat) 4 4
C |Perlengkapan Operasional
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KONDISI
JUMLAH |SARANA DAN
NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA
PRASARANA Tidak
Layak
Layak
I Perorangan
1. [Pakaian Dinas 0 R
2. [Tonfa dan Holster Tonfa (tongkat T) 0 |
3. Borgol 0
| 4. [Tameng 0 B
5. [Senter 0 15
6. [Ferplas 0
7. [Tas atau Ransel 0
8. [Sleeping Bag 0
9. Jaket 0
10 Rompi/Body Protector 18 '
11 [Masker 0
Il |Perlengkapan Beregu
1. [Matras 0
2. [Tenda Pleton 2 i
3. [Peralatan Kebencanaan (Perahu Karet) 0
4. |Peralatan Komunikasi
Handy Talky (HT) 3] 31
Repeater 1 | ‘

Sumber Kartu Inventaris Barang

¢. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk
untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas
Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman serta

menyelenggarakan perlindungan masvarakat, serta sesuai dengan Visi
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dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat disimpulkan 2 Indikator
Kinerja pada renstra 2025 -2029 yakni :

a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
b.  Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Berikut Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari Tahun
2020 sampai dengan tahun 2024,

19



PENCAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 2.¢.1

No

Indikator
Kinerja
sesual
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator

lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah ( % )

Realisasi Capaian ( %o )

Rasio Capaian PadanTahun Ke ( % )

2020

2021

Thn
2022

2023

Thn
2024

Thn
2020

Thn
2021

2

'SEBELUM
Perubahan
I, Persentase
Penurunan
Pelangparan
K3

100

100

05

10 1

12

2022

Thn
2023

2024

2020

Thn
2021

Thn
2022

Thn
2024

13

14

15

16

17

18

20

95 100

91

1055

2, Persentase
penurunan
pelanggaran

K3 yang

terselesaika

Sumber Data ¢ .'apu}an Kinerja Tahun 2020 - 2024

90

93 100

o1

111

1055 | 111

101

101




1 2 3 4

Indikator
Kinerja
sesual Tugas | Target Target
dan Fungsi | NSPK IKK

Peranglat
Dacrah

No

Tarpet
Indikator

lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah (%)

Realisasi Capaian { %)

Rasio Capaian PadanTahun Ke (%)

Thn
2020

Thn
2021

2023

2024

2020

2021 -

Thn
2022

2023

2024

Thn
2020

2021

Thn
2022

Thn
2023

Thn
2024

1

11

12

13

14 ]

15

16

17

19

3. Rata Rata

 waktu tanggap
bencana {

Respontime

20

65

77

12

85

SESUDAH
Perubahan
1. Persentase
"|meningkatnya
ketentraman,
ketertiban
umum dan

Penegakan

Perda

1z

&5

o3

59

115

116

Sumber Data Capaian Kinevja Tahun 2020 - 2024




Indikator
Kinerja
sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat

Target Renstra Perangkat Daerah ( % )

Realisasi Capaian ( % )

Rasio Capaian PadanTahun Ke ( % )

Target

Target | Target
Indikator

NSPK | IKK

2020

2021 | 2022

Thn
2023

Thn
2024

2021

Thn
2022

2023

2024 | 2020

2021

2022

2023

Thn
2024

Lad
=N
Ly

10

R .

13

14

15

16

17

18

19

20

2.

Persentase
penanganan
gangguan
Trantibum

yang
tertamgani

85

85

98

99

112

115

| Pelanggaran

3.
Persentase

Perda yang
Tertangani

85

85

100

100

117

117

Sumber Data Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024
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No

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah

2

Target
NSPK

Target

Target
Indikator

lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah (%)

-

Realizasi Capaian { % )

Rasio Capaian PadanTahun Ke { %)

2020

Thn Thn

2021

2022

Thn
1023

024

Thn
020

2021

2022

Thn
2023

Thn
2024

Thn
" 2021

Thn
2022

Thn
2020

2023

2024

5

10

11

12

13

14

13

16 17 18

19

20

SPM

1. Warga
Megara yang
memperoleh
pelayanan

erugiian

ateriil

Trantibum

|

100

100

100

100

100

. Warga
egara yang
emperoleh

ayanan
erigiaan
gobatan

100

1K)

100

100

100 |

100

100

100

190

100

100

100

Sumber Data Aplikasi e-SPM
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No

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Dagrah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator

lainnya

Target Renstra Perangkat Therah (% )

Realisasi Capaian ( % )

Rasio Capaian PadanTahun Ke ( %4 )

Thn

2020

Thn
1021

Thn
2022

1023,

Thn
2024

020

Thn
2021

2022

Thn

2023

Thn
2024

Thn
2020

Thn
2021

2022

2023

Thn
2024

2

5

7

8

10

1

12

13

14

3, Standar

perasional —|- -

rosedor
atpol PP

100

10

14}

100

160

15

100

16

e &

17 |
&

18

19
100

20

100 |

W. Standar
arana

rasarana

[Satpol PP

EQ0

100

|

|

. Standar
Fmingk:mn
F(apasim
Anggota

satpol PP dan,

ot
perlindungan

Fnas}rmakat

100

100

100

100

100

100

130

100

100

100

100

1040

100

L)
o

Sumber Data Aplikasi e-SPAM




Indikator
Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah { % ) Realisasi Capaian { % ) Rasio Capaian PadanTahun Ke ( %)
| sesuai Tugas | Target Target T
No dan Fungsi NSPK — Indikator _ r -
Witnrs Thn | Thn | Tha [ Thn | Thn | Thn | Thn Thn Tho | Thn { Tho | Thn | Thn | Tho | Thn
Perangkat 2020 | 2021°| 2022 | 2023 | 2024°| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Daerah
E s 3 4 5 6 7 8 g 10 | 11 12 13 14 | 15 16 17 18 | 19 | 20
- Standar | o0 (oo [ 100 100 | 100 |.100 im0 | 100 | 100
pelayanan
wang terkena
dampalc
ESUAR
| antthrom
ibat
enegakan
okum
hadap
anggaran
Perda dan
| :
Sumber Data Aplikasi ¢-SEM
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Tabel 2.¢.2

Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nganjuk
— " T RATA
RASIO ANTARA
N REALISASI ANGGARAN PADA RATA
URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI DAN
0 TAHUN PERTUMBU
ANGGARAN PADA TAHUN
HAN
. T
! GARA REAL
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 znzn? 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020|2021 | 2022|2023/ 2024| N ISASI
1| 2 3 4 5. b 7 g8 | © Wi bl B s asfas i 138 | 19
A | 774 | 8603. | 826 | 7.33 | 8.94 | 6.89 ;?.402_ 7.24 | 6.88 | 7.06 | 89.0 | 86,0 | 87.6 | 93,9 | 79,0 | 8.178 | 7.098
Program Penunjang :9,6'}' 2709 | 4.78 | 1.38 | 195 | 8.82 | 323.7 | 1.57 | 4.35 | 6.31 2 4 2 0 2 214, | 677
Urusan Pemerintahan 1.55 | 06,00 | 355 | 6.08 | 9.31 | 539 | 67,51 | 361 | 6.02 | 1.19 284 | 999
Daerah Kabupaten/Kota 5 0 9 8 3 9 3 1
B 388 (2696 | 344 | 487 [ 579 | 3.83 | 1647. | 321 | 449 | 571 | 610 | 61,0 | 93,1 | 92,1 | 98,6 | 4.138 | 3.782
Program Peningkatan 095 | 7924 | 775|765 | 1.23 | 892 | 0059 | 214 | 656 (540 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | .878 | .0l0
Ketentraman dan 4.60 00 643 | 900 | 1.50 | 8.90 00 494 | 773 | 508 788 | 513
Ketertiban Umum 0 Y 0 0 0 7 5 -
: |
|
=
o




| RATA
N REALISASI ANGGARAN PADA fiat RATA
5 URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI DAN -'
TAHUN PERTUMBLU |
ANGGARAN PADA TAHUN
HAN
ANG
GARA | REAL
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 202] | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021| 2022|2023 2024| N |ISASI
! JE 3 4 5 6 7 9 0 |t |12 | 13|14 | 1511617 18| 19
' C | Program Pengembangan 87.64 7413 845 | 84,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.52 | 14.82
Kapasitas Daya Saing 2.550 6.300 9 9 8510 | 7.260
Kepemudaan

Sumber Data Laporan K. enangan Tahun 2020s d 2025
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Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Untuk Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran K3 yang
terselesaikan

Tahun 2020 di targetkan 90 % realisasi 95 % capaian Kinerja
105,5 %

Tahun 2021 ditargetkan 90 % realisasi 100 % capaian Kinerja 111

£
}1]

Tahun 2022 ditargetkan 90 % realisasi 91 % capaian Kinerja 101
%

Penurunan Capaian Kinerja tahun 2022 dikarenakan pada tahun
2021 akibat dari Covid 19 yang mewabah pada tahun tersebut
kinerja Satpol PP mengalami Peningkatan hal ini disebabkan pada
kegiatan Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini dan cegah dini Pembinaan dan
Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengaman dan Pengawalan
kinerja mengalami kenaikan, sehingga capaian Kinerja tahun
2021 meningkat bila dibandingkan tahun 2022 yang keadaan
sudah menjadi normal kembali

2. Indikator Rata- Rata Waktu Tanggap Bencana ( Respon Time )
- Kinerja tahun 2020, 72 %, dan tahun 2021, 85 %,

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Lampiran Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah dan Unit Organisasi
bersifat khusus, maka UPT Pemadam Kebakaran berdiri menjadi Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan, sehingga pada Renstra Reviu
2018-2023 UPT Pemadam Kebakaran terpisah dari Satuan Polisi
Pamong Praja, hal ini berpengaruh pada tujuan dan sasaran serta

indicator pada Restra Perangkat Daerah .

11

2.

Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani
Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani

Capaian Kinerja Pada Indikator Persentase gangguan Trantibum
vang tertangani :

- Tahun 2023 ditargetkan 85 % terealisasi 98 % sehingga

capaian kinerja 115 %
28



- Tahun 2024 ditargetkan 85 % terealisasi 99 % sehingga
capaian kinerja 116 %
Capaian Kinerja Pada Indikator Persentase Pelanggaran Perda
yang tertangani
- Tahun 2023 ditargetkan 85 % terealisasi 100 %
sehingga capaian kinerja 117 %
- Tahun 2024 ditargetkan 85 % terealisasi 100 9
sehingga capaian kinerja 117 %

Penjelasan Target Indikator lainnya ( SPM )

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan bagian
dari layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun
Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat. SPM ini
mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada
masyarakat, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus

seiring dengan intensipnya interaksi antara warga dengan Pemertintah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses
pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di
daerah baik Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota maka
pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan vang diorientasikan
untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan

Pelayanan Dasar yang harus diterima oleh masyarakat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib vang berkaitan dengan
pelayanan dasar. Pelayanan Dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui
Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, yang selanjutnya untuk SPM urusan Trantibum
ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Mutu Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Oleh sebab itu diperlukan strategi dan arah kebijakan yang
diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,
terkait dengan Pelayanan Dasar. Adapun arah kebijakan vang berkaitan
dengan Pelaksanaan SPM Strandar Teknis Mutu Pelayan Dasar Sub Urusan

Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :
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1. Jumlah Warga Negara yang berada di Radius 0-50 meter dari lokasi
Penegakan Perda dan Perkada

2. Fasilitasi Umum dan Fasilitasi social serta Aset warga
terdampak Perda

- SOP Kegiatan Penegakan Perda
Sarana dan Prasana
Sumber Daya Manusia

Negara vang

Rekapitulasi Warga yang terdampak Akibat Penegakan Perda
Rekapitulasi Asset yang dimiliki Warga Negara yang rusak Akibat
hukum Penegakan Perda

N sw

Berdasarkan pada arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ,
maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten N ganjuk, menyusun strategi
dan arah kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yvang
mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada penjelasan diatas bahwa peningkatan ketentraman, ketertiban
umum akan berhasil bergantung pada peran stekholder Satuan Polisi
Pamong Praja untuk mengoptimalkan capaian target dan sasaran.
Disamping itu kesadaran masyarakat mematuhi Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah sangat membantu sekali capaian sasaran itu.
Juga Pemenuhan seluruh instrument Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terukur sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan perlu terus diupayakan.

Penjelasan Tabel 2.c.2

Untuk mendukung Tujuan , Sasaran dan Indikator Satuan Polisi Pamong
Praja didukung oleh APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 s/d 2024, yang
masing masing Anggaran dan Realisasi dapat dilihat pada Tabel 2.C.2,
untuk anggaran yang tersedia untuk Penanganan gangguan Trantibum dari
tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang fluktual.

d. Kelompok Sasaran Layanan
Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di dalam

daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat
menciptakan Kondisi Ketertiban Ketentraman Masyarakat, dimana di
daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyaraka melaksanakan Dberbagai
kegiatannya dengan tentram, tertib dan kondusif. Keadaan dinamis
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seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan pemerintah
maupun peraturan daerah turunanya dijalankan dan dipatuhi oleh
seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di nyatakan
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat
Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan
Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan
masyarakat.

Menurut Ketentuan Pasal 255 ayat(1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong
Praja dibentuk untuk « Menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta
menyelenggarakan Pelindungan masyarakat « Berdasarkan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara Jelas kewenangan Satuan
Polisi Pamong Praja antra lain -

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur,badan hukum vang melakukan pelanggaran
perda dan/atau perkada ;

2. Menindak warga masvarakat, aparatur ,atau badan hukum yang

menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas perda dan/ atau perkada ;

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

Perda/atau Perkada

e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan Perangkat

Daerah

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Organisasi Perangkat
Daerah yang melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
penegakan Perda dan Perkada, hal ini tidak dapat dilaksanakan tanpa
adanya kerjasama dan kemitraan dengan Dinas Instansi Samping yang ada

di Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu untuk dapat mewujudkan
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Kabupaten Nganjuk yang Tentram, Tertib dan Kondusif dilakukan
Kemitraan dengan beberapa Dinas dan instansi Samping di antara :

1.

10.
11.
12,
13.
14,

15.

Perjanjian Kerjasama Nomor - 000.4.7.2/04/PA /41 1.320/2025
dengan Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk

Perjanjian Kerjasama Nomor : 000.4.7.2/01/PA/411 .320/2025
dengan Kepala Kepolisian Resort Nganjuk

Perjanjian Kerjasama Nomor - DDD.4.?£;’DZ;P&;’4]1.320;‘2925
dengan Komandan Subdenpom Persiapan Nganjuk

Perjanjian Kerjasama Nomor - 0DD.4.?,2;"D4[PAI41].32(){2025
dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas sosial

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Badan Penanggulangan Bencana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Perhubungan

FKUB Kabupaten Nganjuk

Ketua PWI Kabupaten Nganjuk

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan pelindungan masyarakat merupakan bagian dari pelayanan
kebutuhan Dasar masvarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja ,
dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan
masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan social
masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan
dinamika kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya
menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketentraman,
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ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta penegakan
perda dan perkada maka dapat disimpulkan Pokok Masalah dan Akar
Masalah  yang dihadapi dalam Peyelenggaraan  Urusan
Trantibumlinmas. :

Permasalah adalah kesenjangan antara kinerja yang di capai
saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang
ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan
dibuat. Se&angkan hal yvang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, untuk pencapaian tujuan penyeleggaraan Pemerintah
Daerah di ,hmaa 5 tahun yang akan datang, perlu dirumuskan
masalah pokok, masalah dan akar masalah yang akan dilaksanakan
dalam pencapaian kinerja. |

E

No| Masalah Pokok Masalah Akar Masalah |
Masih adanya |- Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang | - Perlu _
gangguan penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum | - diperbaruinya
Ketentraman dan |  sudah tidak sesuai dengan kondisi seat ini perda nomor 8
Ketertiban Umum |- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi 'I tahun 2013

Perda dan Perkada - Kurangnya

| ' sosialisasi terhadap
|  masyarakat dalam
hal kesadaran

mematuhi

peraturan

- Perlunya
penambahan
anggota PPNS dan
pembentukan
sekretariat PPNS

|- Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan
optimal

i

- Peran Satlinmas tingkat Desa /Kelurahan yang I - Perlu adanya
belum optimal peningkatan

kapasitas Anggota

Satlinmas

- Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kab.

e - Penambahan
Nganjuk dengan Anggota Satuan Polisi Pamong

Anggota Satpol PP
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Praja belum sesuai dengan peraturan menieri




|
]

No |

|
|
|

Masalah Pokok | Masalah

— . |' Akar Masalah |
alam negeri nomor 60 tahun 2012 tentang |

| pcd{:-man,pcnetapanjumlah Polisi Pamong Praja | - Inventasi vang

- Besarnya  aktivitas  dan daya tarik investasi  tidak sesuai de;igan
memunculkan Permasalahan bidang hukum, social
dan ekonomi

tata ruang wilayah

- Patroli wilayah

kurang optimal

- Bertambahnya ruang publik di Kabupaten Nganjuk

yang berpotensi menganggu Ketentraman dan
Ketertiban Umum |

[dentivikasi  permasalahan  dilakukan untuk  melihat
kompleksitas permasalahan pada satuan Polie: Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan
mengurangi ancaman serta meningkatkan kekuatan dari intern

Satuan Polisi Pamong Praja.

. Isu Strategis

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja mempunyvai tugas menegakkan peraturan kepala daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta sesuai
dengan Visi dan misi Bupati Terpilih Satuan Polisi Pamong Praja
masuk pada misi 1 ( satu ) yvaitu : “ Mewujudkan tatanan
kehidupan masyarakat vyang dinamis dan harmonis,
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat
memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban “ dari Misi
tersebut diatas Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan

masyarakat “



Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Permasalahan | ISU KLHS Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Isu Strategis
Daerah yang |Perangkat Daerah Relevan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Menjadi Dengan
Kewenangan Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
I
Global Nasional Regional
P ; : } ]
Menegakkan, ~ * Sraturan Proporsi  |Ketertiban Ketertiban Ketertiban — Kesulitan
peraturan Dacrah nomor Penduduk | Umum dan Umum dan Umum dan dalam
aciah 8 tahun 2013 yang Merasa |Ketentoraman | Kotontormman | Keteesrasian pengawasan
g Aman Masyarakat Masyarakat Masyarakat dan
elengaraa
penycleng Berjalan penegakkan
n ketentraman P
: Sendinan di ke
dan ketertiban Perkada
Area
umum sudah terutama
i . Tempat
tidak sesuai | dalam
Tinggalnya
dengan konteks
kondisi saat otonomi
ini daerah
- Rendahnya
| e - ~Mengoptimal
k
masyarakat o
uniuk penggunaan
- . 5 teknologi
Perda dan i
meningkatkan
Perkada p
efektivitas
pengawasan
! | dan
! penegakkan
Perda/Perkada
: - Rasio Jumlah ? — Tantangan
Menjaga .
i 1
b ertiban Penduduk dan Peningkatan
Luas Wilayah Ketentraman
umum
Kab. Nganjuk dan
dengan Ketertiban
Anggota Umum di
Satuan Polisi tengah-tengah
Pamong Praja perubahan
belum sesuai

Cod




Potensi
Daerah yang
Menjadi
Kewenangan

Perangkat

Permasalahan
Perangkat Daerah

ISU KLHS
Relevan
Dengan

Perangkat
Daerah

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan
Perangkat Daerah

Isu Strategis

" | Perangkat Daerah

Global Nasional Regional

dengan
peraturan
menteri da!m‘n
negeri nomor
60 tahun 2012
tentang |
psduman,pené
tapan jumlah
Polisi Pamong
Praja |

social dan

ekonomi

— Membangun
kerjasama
yang efektif
dengan
masy arakat
untuk
meningkatkan
kesadaran
dan
partisipasi
dalam

—~ menjaga

ketentraman

dan
ketertiban

UImum

| — Peningkatan

kapasitas
anggota
Satpol-PP
untuk
menghadapi
tantangan
yang
semakin
kompleks
dalam
menjaga
ketentraman
dan
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Potensi
Daerah yang
Menjadi
Kewenangan
Perangkat
Daerah

Permasalahan
Perangkat Daerah

ISU KLHS

Relevan
Dengan
Perangkat
Daerah

Isu Lingkungan Dinamis vang Relevan Dengan
Perangkat Daerah

Isu Strategis
Perangkat Daerah

Global Nasional Regional

ketertiban
umum
— Meningkatk
an
koordinasi
dengan
mstansi lain
LMtk
meningkatka
n efetivitas
dalam
menjaga
ketentraman
dan
ketertiban
umum serta
pelindungan
masyarakat
— Tantangan
Peningkatan
Ketenttrama
n dan
Ketertiban
Umum di
tengah-
tengah
perubahan
social dan

ekonomi

~ Pelindungan
masyarakat
—~ Peran
Satlinmas
tingkat Desa
/Kelurahan
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ISU KLHS

Potensi Permnsalahaﬁ Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Isu Strategis
Daerah yang |Perangkat Daerah | Relevan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Menjadi ' Dengan
Kewenangan Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah '
Global Nasional Regional
IS yang belum
optimal
Peran
Satlinmas
tingkat Daga
/Kelurahan
vang belum
optimal
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah

kebijjakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menegah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk . Adapun tujuan yang

dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk kurun waktu S (

lima ) tahun kedepan yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2025 -
2029

Adapun Perumusan Tujuan dan Rencana Strategis Satpol PP
Tahun 2025 - 2029 adalah “ Meningkatnya Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat “

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Nganjuk disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan berdasarkan

tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum

2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
NSPK DAN SASARAN BASELINE TARGET TAHUN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR KETERANGAN
RELEVAN 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(01) (02) (03 (04) (05) (06) | (07) | (08| (09) | (10) | (11) (12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
- Meningkatnya Meningkatnya Nilai Indeks 61 61 65 69 |73 |77 |80
kerukunan, Ketentraman
ketenteraman, dan dan Keteriban Penyelenggaraan
ketertiban umum serta
s i Lo
Umum (IPKKU)
(Indeks)
Nilai Indeks 61 61 65 69 3|7 80
Satlinmas
(Indeks)
Meningkatnya| Persentase 85 100 100 100 | 100 | 100 |100
Pangguan | Trantibum yan
fantbum | dapat o
diselesaikan (%)
Meningkatnya m:mm 85 100 100 100 | 100 {100 |100
mndnn ditegakkan
Perkada




3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga

Mengacu pada rencana strategis Kementerian Dalam
Negeri Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Tahun
2020- 2024, visi Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina
Administrasi Kewilayahan adalah “Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif,
dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan
terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian
Dalam Negeri ”. Salah satu kata kunci dalam visi dimaksud
adalah Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masvarakat
(trantibumlinmas) dan tata kelola kewilayahan yang efektif
dan terintegrasi” sebagai gambaran kondisi hasil yang ingin
dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan. Misi ke dua Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan adalah *
Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Trantibum,
Pelayanan Bencana, Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan
Yang Sesuai Standar. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja kata kunci dari misi ke dua
tersebut adalah meningkatkan pelayanan trantibum. Tujuan
ke dua Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina
Administrasi Kewilayahan adalah Peningkatan kapasitas dan
sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan
publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Untuk
mendukung pencapaian tujuan, sesuai dengan tupoksi Satpol
— PP  medukung Sasaran Strategis Pertama vyaitu

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) ini

diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

— Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas kategori “baik”;
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- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Trantibumlinmas

Untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis

tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan
Sasaran

Program 1 (satu) yakni: “Terwujudnya manajemen
bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan

Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai
standar”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 ini
diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu:

a. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas suburusan
bencana;

b. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan
trantibum;

c. Indeks penyelenggaraan manajemen satuan
perlindungan masyarakat;

d. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan
kebakaran.

Sesuai dengan Inmendagri nomor 02 tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah tahun 2025 — 2029, maka sesuai dengan
Tupoksi Satpol - PP, indeks penvelenggaraan
Trantibumlimas sub urusan trantibum dan sub urusan
perlindungan masyarakat menjadi indicator untuk
mencapai tujuan dalam Renstra Satpol- PP Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025 -2029

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun
2010-2030 ditegaskan bahwa Lingkup muatan Rencana
Tata Ruang Wilayah mencakup pengawasan penataan
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ruang. Dan berdasarkan Pasal 5 huruf i, bahwa
pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui
pengaturan izin serta pemantapan sistem kelembagaan
ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
dilaksanakan melalui ketentuan perizinan dan pengenaan
sanksi. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja
berperan sangat penting dalam penegakan peraturan
daerah berkaitan dengan penertiban, penataan dan
pemanfaatan tata ruang dan jin mendirikan bangunan di
kabupaten Nganjuk.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah analisa sistematis,
menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk
mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen
KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah
untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-209 serta
mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 —
2029. Sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya
untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan
Berkelanjutan yang diakomodir kedalam dokumen RPJMD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya
pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam
kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di
dunia sebagai pengganti Millennium Development Goals
(MDGs) yang berakhir pada tahun 2015.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas
pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi
kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs
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di
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJ MN) 2015-
2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang

tingkat nasional

telah sejalan dengan Rencana

terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Agenda
SDGs terdiridari 17 Tujuan/Goals. Satpol- PP masuk dalam
tujuan 3 dan tujuan ke 16, yaitu :
(Good health
Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan
Seluruh Penduduk Semua Usia, Perdamaian, Keadilan dan

Kehidupan Sehat dan

Sejahtera and

well-being) Menjamin

Kelembagaan yang Tangguh (Peace, justice, and strong
institutions) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan

Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan,

Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan
Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan

Inklusif di Semua Tingkatan.

Indikator TPB Satpol-PP yang sudah Dilaksanakan
adalah Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan
sendirian di area tempat tinggalnya dengan capaian target

100 % dari tahun 2019-2023.

Dalam Pencapaian Perencanaan Strategis untuk mencapai tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah perlu disusun Penahapan restra
Perangkat Daerah sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.2
Tabel Penahapan Renstra PD
Tahapl | Tahapll Tahap Il Tahap IV TahapV |
(2026) l (2027) (2028) _ E?LTIQIGJ (2030)
Pelaksanaan | Pembentukan | Optimalisasi | Penambahan | Penambahan
Diklat Satpol | Sekretariat Peran Sarana dan Anggota Satpol
PP bagi PPNS Satlinmas | Prasarana . PP sesuai
seluruh dalam Satpol PP dengan
Anggota mendukung Permendagri
Satpol PP Trantibum No tahun
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Tahap 1 Tahap I “Tahap 111 TahapIV [ Tahapv |
(2026) (2027) | (2028) (2029) (2030)
Diklat PPNS | Pembentukan | Tersedia nva Peningkatan Peningkatan
Penegak Tim Penyidik | anggota Kapasitas Kapasitas
Perda | Pelanggar | Linmas Anggota Satpol | Anggota Satpol
| | Perda masing masing | PP dan | PP dan
‘ Desa/Kel 1 Satlinmas Satlinmas
I_ | Pleton
' k

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan ,rumusan perencanaan
komperhensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran efektif dan efisien.
Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan
sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan
program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah strategi
dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Satuan Polisi Pamong Praja.Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk
memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi
Pamong Praja seta dalam mengemban tugas dan fungsinya , agar tetap
berada pada koridor yang ditetapkan .

Sehubungan dengan tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan bab
sebelumnya maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan
kebijakan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk.Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan
sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-
langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan
strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan
memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan vang ada.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk maka perlu disusun strategi yang mendukung visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

Untuk mengimpletasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan
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Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nganjuk maka perlu disusun strategi yang mendukung visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk mengimpletasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan

strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi

program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 - 2029 .

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun
2018 tentang
Satuan Polisi
Pamong
Praja,Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 72
Tahun 2018

Nganjuk

PERCEPATAN ARAH
OPERASIONAL
NS PEMBANGUNANPEREKONOMIAN KEBIJAKAN
KABUPATEN NGANJUK RENSTRA
Peraturan Percepatan Pembangunan Pelaksanaan
Pemerintah Perekonomian Kabupaten Pencegahan

trantibum dan
kerjasama antar
lembaga melalui
deteksi dini , cegah
dini, pembinaan ,
Penyuluhan,
pengamanan dan
Patroli Wilayah

Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2014

tentang Satuan

Penindakan atas
gangguan
ketentraman dan

ketertiban umum

Perlindungan berdasarkan perda
Masyarakat dan perkada
Peraturan Menteri Peningkatan
Dalam Negeri Nomor kapasitas dan

121 Tahun 2018 pemberdayaan
Tentang Standar anggota Satuan
Teknis Mutu Pelindungan
Pelayanan Dasar Masyarakat
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OPERASIONAL
NSPK

PERCEPATAN

PEMBANGUNANPEREKONOMIAN

KABUPATEN NGANJUK

ARAH
KEBILJAKAN
RENSTRA

_Perﬂturan Menteri )

26 Tahun 2020
lentang
Penyelenggaraan
Ketertiban Umum
dan Ketenteraman
Masyarakat Serta
Pelindungan
Masyarakat

Dalam Negeri Nomor |

Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2021
tentang Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal

Sosialisasi
Penegakan Perda

" dan Perkada,

Koordinasi
kerjasama dalam
pelaksanaan
penegakan perda

Penangganan atas
pelaggaran

| peraturan daerah

dan peraturan
kepala daerah
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN , DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN MERUPAKAN HASIL

CASCADING DARI TUJUAN, SASARAN, OUTCOME, DAN OUTPUT

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang
direncanakan = dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka
menengah maupun untuk pemenuhan layanan Satpol PP dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah . Program tersebut
selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan Sub Kegiatan untuk
setiap program. Pemilihan Program, kegiatan dan Sub kegiatan didasarkan
atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana Program
dilengkapi dengan Outcome program beserta target capaiannya, dan pagu
indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan
program,
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TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

8t

aAARANIOND | - TEAR SASARAN OUTCOME oUTPUT INDIKATOR | pRoStAN/ | KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
01) 02} (@3} (04) (05) (os) o7} (G8)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
- Meningkatnya Meningkatnya ilai Indeks
E:cruku nan, Ketentraman dan Penyelenggaraan
ctenteraman, dan [Keteriban umum etentraman dan
ketertiban ria ceteriban Umum
masyarakat rlindungan (TPKKU) (Indeks)
masyarakat Nilai Indels
Satlinmas (Indeks)
Meningkatnya Persentase
penanganan gguan
gangguan rantibum
trantibum ang _dapat
iselesailkan
%)
Meningkatnya ilai Akuntabilitas |1.05.01 -
Akuntabilitas Kinerja Perangkat [PROGRAM
Kinerja Perangkat Daerah (Nilai) PENUNJANG
Daerah RUSAN
MERINTAHAN
AERAH
BUPATEN/KOT
s




SARLEAL Hts | TRIAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR | geroill/ | KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) foz) 03] (04) (05) (06) (07 (08}
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
ersusunnya umlah Berita 1.05.01.2.01 .
okumen cara Hasil Forum |perencanaan,
Perencanaan, rangkat Daerah  |penganggaran,
nganggaran, erdasarkan dan Evaluasi
ivaluasi Kinerja, [Bidang Urusan Kinerja Perangkat
dan Data Kinerja 708 Diampu Daerah
Perangkat Daerah {Pe am Rangka
Yang Tepat Waktu i kg
dan Substansi o
- Perencanaan
Perangkat Daerah
|Berita Acara)
L umlah 1.05.01.2.01 -
Dokumen Perencanaan,
rencanaan Penganggaran,
Perangkat dan Evaluasi
Daerah Kinerja Perangkat
(Dokumen) Daerah
Jumlah Dokumen [1.05.01.2.01
Perubahan RKA- |Perencanaan,
SKPD dan Laporan [Penganggaran,
Hasil Koordinasi |dan Evaluasi
MyUSU AR Kinerja Perangkat
okumen Daerah
Perubahan RKA-
KPD (Dokumen)
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Kinerja Perangkat
Daerah

NSPK DAN PROGRAM
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR KEGIA ! | keTERANGAN
YANG RELEVAN SATA
. | SUBKEGIATAN
(01) (02) 03) (04) (06) ©7) (08}
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.01 -
FPerencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi

umlah Laporan
apaian Kinerja
an lkhtizar
alisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi

‘nyusunan
poran Capaian
inerja dan
khtisar Realisasi
inerja SKPD
(Laporan)

1.05.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Uumlah Laporan |1.05.01.2.01 -
Evaluasi Kinerja |[Perencanaan,
Peranglkat Penganggaran,
Daerah dan Evaluasi
(Laporan) Kinerja Perangkat
aerah
Jumlah 1.05.01.2.01.0001 -
Dokumen Penyusunan
Perencanaan Dokumen




YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
{01) [02) (03] (05) (06) (07) (08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Perangkat Perencanaan
Daerah IPeranghkat
[Dokumen) Daerah

Llumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD (Dokumen)

1.05.01.2.01.0002 -
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

LUumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumnen
Perubahan RKA -
SKPD (Dokumen)

1.05.01,2,01.0003 -
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen
IPerubahan RKA-
SKPD

umlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan

Laporan Capaian
inerja dan
khtisar Realisasi

1.05.01.2.01.0006 -
Koordinasi dan

.aporan Capaian
Kinerja dan
khtisar Realisasi
inerja SKPD
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NSPK DAN
SASARAN RPJMD |  TUJUAN PROGRAM /
YANG B R n SASARAN OUTCOME oUTPUT INDIKATOR KEGIAT ‘g ;! KETERANGAN
A 1 SUBKEGIA
(01) (2) {03) (04) (03) 06) (07) (08)

1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja SKPD
(Laporan)

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja

1.05.01.2.01.0007 -
Fvaluasi

Acara Hasil Forum
Perangkat Daerah
Berdasarkan
Bidang Urusan
vang Diampu

Peranglkat Kinerja Perangkat
Daerah Daerah

[Laporan) :

Jumlah Berita 1.05.01.2.01.0010 -

Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah
Berdasarkan
Bidang Urusan
vang Diampu dalam

dalam Hangla Rangka
Penyusunan Penyusunan
kumen Dokumen
rencanaan IPerencanaan
Perangkat Daerah [Perangkat Daerah
(Berita Acara)
Tersedianya Gaji  (Jumlah Orang vang|1.05.01.2.02 -
dan Tunjangan Menerima Gaji dan Administrasi
ASN yang tepat Tunjangan ASN  [Keuangan
waktu (Orang/bulan] Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang

1.05.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji

Menerima Gaji dan




NSPK DAN

Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Laporan)

SASARAN RPymp |  TUJUAN SASARAN RN | '
- KETERANGAN
(01) (02) o] SUBKEGIATAN
(04)
1:05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja - - - -
|
| Tunjangan ASN dan Tunjangan
[Orang/ bulan) ASN
Tersusunya Jumlah Laporan  [1.05.01.2.02 -
i poran Keuangan Keuangan Akhir  Administrasi
rangkat Daerah [Tahun SKPD dan  Keuangan
Yang Tepat Waktu |Laporan Hasil Perangkat Daerah
dan Akurat Koordinasi
Penyusunan

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

1.05.01.2.02.0005
- Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

£C




NREN DAN PROGRAM /
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN ; | KETERANGAN
YANG RELEVAN : SUBKEGIATAN
(01} (62} (03) [t} (05) {og) (07) (08)
Jumlah Laporan  [1,05.01.2.02.0007 -
Keuangan Koordinasi dan
L!lan;nn,r' / Penyusunan
riwulanan C
Laporan K 128
Semesteran SKPD ,Bul.fanan / i
2]; m[‘;ﬁ:s?n Triwulanan/
e Semesteran SKPD
Laporan Keuangan
Bulanan /Triwulana
fSemestera n
KPD (Laporan)
Terlaksananya umlah Paket [1.05.01.2.05 -
Pengadaan Pakaian Dinas [Administrasi
Pakaian Dinas beserta  Atribut |[Kepegawaian
Pegawai yang Kelengkapan Perangkat Daerah
Tepat Waktu dan Paket)
Akurat umlah Paket [1.05.01.2.05.0002 -
Pakaian Dinas |[Pengadaan
eserta Atrbut |Pakaian Dinas
lengkapan serta Atribut
Paket) Kelengkapannyva
Terlaksananya umlah Orang 1.05.01.2.05 -
Pengelolaan e_ng Mengilouti Administrasi
Adtministrasi osialisasi epegawaian
Pegawai yang Peraturan rangkat Daerah
Undangan (Orang)
LA
I




NSPK DAN PROGRAM
SASARAN RInIAN ! /| kETERANGAN
asas T SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR mmﬂ.: ;n
1 ' : .
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 108)
Akurat umlah Pegawsai 1.05.01.2.05 -
Berdasarkan Administrasi
ugas dan Fungsi |Kepegawaian
g Mengilcuti Perangkat Daerah
Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)
umlah Pegawai  |1,05.01.2.05.0009 -
Serdasarkan Pendidikan dan
Tugas dan Fungsi |pelatihan Pegawai
vang Mengikuti erdasarkan Tugas
Pendidikan dan  li.; Fungsi
Pelatihan [(Orang)
Lumlah Orang 1.05.01,2,05.0010 -
vang Mengikuti  |ggsialisasi
Sosialisasi Peraturan
Peraturan Perundang -
Perundang-
Undangan (Orang) ancangan
Tersedianya Jumlah 1.05.01.2.06 -
IPeralatan dan kumen Bahan  |[zdministrasi
Perlengkapan acaan dan Umum Perangkat
Pelayanan raturan Daerah
IPerkantoran Yang |Perundang-
Layak Pakai Undangan yang
Disediakan
(Dokumen)
Jumlah Palked 1.05.01.2.06 -
Bahan Logistik Administrasi
Kantor yang Umum Perangkat
Disediakan (Paket) |haerah
1
Eh




NSPK DAN

SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR m! 'mf,' “,' ; KETERANGAN
| YANG RELEVAN m’l‘;:l
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Humlah Paket 1.05.01.2.06 -
arang Cetakan  administrasi
an Penggandaan mum Perangkat
vang Disediakan aerah
[Paket)
Lumlah Paket 1.05.01.2.06 -
Komponen Administrasi
Instalasi lUmum Perangkat
istrik/Peneranga |paerah
Bangunan
Kantor yang
Disediakan
(Paket)
Jumlah Paleet 1.05.01.2.06 -
Peralatan dan Administrasi
Perlengkapan mum Perangkat
Kantor vang Daerah
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket 1.05.01.2.06 -
Peralatan Rumah |[Administrasi
Tangga yang Umum Perangkat
Disediakan (Paket) naerap
LJumlah Paket 1.05.01.2.06.0001
Komponen Penyediaan
Instalasi Komponen
Listrik/Peneranga [Instalasi
;w??‘;'rg;:;; Listrik/Peneranga
I’Dised{akan Ka[iligrgunan
Paket)
&




NSPK DAN PROGRAM
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 'mmmn:' KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) 04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Paket 1.05.01.2.06.0002 -
eralatan dan [Penyediaan
erlengkapan Peralatan dan
1or yang IPerlengkapan
Disediakan (Paket) |Kantor
Jumlah Paket 1.05.01.2,06.0003 -
Peralatan Rumah |Penyediaan
Tangga yang |Peralatan Rumah
Disediakan (Paket) [Tangga
Jumlah Paket 1.05.01.2.06.0004 -
Bahan Logistik Penyediaan Bahan
Kantor yang Logistik Kantor
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket 1.05.01.2.06.0005 -
Harang Cetakan Penyediaan Barang
dan Penggandaan |Cetakan dan
wvang Disediakan |Penggandaan
[Paket)
Lumlah 1.05.01.2.06.0006 -
Dokumen Bahan  [Penyediaan Bahan
caan dan aan dan
raturan Peraturan
Perundang- rundang -
Undangan yang ndangan
Disedialcan
[Dokumen)
Tersusunnya Jumlah Dokumen |],05.01.2.06 -
Laporan Penatausahaan dministrasi
Penatausahaan rsip Dinamis mum Perangkat
Perkantoran Yang [Pada SKPD Daerah
1
]




NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR RO/ KETERANGAN
YANG RELEVAN mjﬂ
(01} (02) (03} 04} (05} (06) (07) (68}
Tepat Waktudan  |(Dokumen)
Akurat
Jumkah Laporan 1.05.01.2.06 -
Fasilitasi Administrasi
Kunjungan Tamu [Umum Perangkat
[Laporan) {Daerah
Jumlah Laporan  |1,05.01.2.06 -
Penvebenggaraan  |Administrasi
Rapal Koordinasi |[Umum Perangkat
dan Konsultasi Daerah
SEPD [Laporan)
Lumlah Laporan 1.05.01.2.06.0008
Fasilitasi - Fasilitasi
Kunjungan Tamu ii(unjungan Tamu
(Laporan)
Jumlah Laporan  [1.05.01.2.06.0009 -
emyelenggaraan  |Penyelenggaraan
Koordinasi |[Rapat Koordinasi
an Konsultasi dan Konsultasi
SKPD |Laporan)  |SKPD
E:Mtnmlah Dokumen [1,05.01.2.06.0010 -
usahaan Penatausahaan
Arsip Dinamis Arsip Dinamis
pada SKPD pada SKPD
[Dokuinen)
Tersedianya Jumlah Paket 1.05.01.2.07 -
Barang Milik Mehel vang engadaan Barang
IDaerah pada Disedizkan (Unit) ilik Daerah
Perangkat Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
LA
]




NSPK DAN : ?
ANG RELEV " o iAol TR AT, 'KEGIATAN /
& = : SUBKEGIATAN
- ©2) (03) 2] (05 06] - (08]

Yang Layak Pakai |[Jumlah Unit 1.05.01.2.07 -
Kendaraan Dinas Pén:gﬂdaan Barang
Operasional atau 1'—' 1111'1“1?&‘51‘93
Lapangan vang enunjang Urusan
Disediakan (Unit) [Pemerintah Daerah
UJumlah Unit 1.05.01.2.07 -

ralatan dan Pengadaan Barang

Mesin Lainnya Milile Daerah

wvang Disediakan
(Unit)

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau

1.05.01.2.07.0002 -
Pengadaan
Kendaraan Dinas

Pelayanan
Perkantoran Yang
Memadai

Penyediaan Jasa
homunikasi,
Sumber Daya Air

dan Listrik yang

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

6&

Lapangan vang Operasional atau
Disediakan {Unit] [l-2pangan
Jumlah Paket 1.05.01.2.07.0005 -
Mebel vang Pengadaan
Y e Disediakan (Unit) [Mebel

Jumlah Unit 1.05.01.2.07.0006 -
Peralatan dan [Pengadaan
Mesin Lainnya Peralatan dan
vang Disediakan [Mesin Lainnya
(Unit) ]

Tersedianya Jasa |Jumlah Laporan  {1.05.01.2.08 -




NSPK DAN PROGRAM /
SARENAR et TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR KEGIATAN ; | KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) o2) {03 (06) (07) (08}
Disediakan
(Laporan)
o Jumlah Laporan  |1.05.01.2.08 -

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Kantor yvang Pemerintahan
Disediakan Dacrah
(Laporan)

LJumlah Laporan 1.05.01.2.08 -

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Daerah
Jumlah Laporan 1.05.01.2.08.0001 -

[Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

{Laporan)
Jumlah Laporan 1.05.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa [Penyediaan Jasa
Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Air [Sumber Daya Air
dan Listrik yang  |dan Listrik
Disediakan

Laporan)

umlah Laporan [1.05.01.2.08.0004 -

vediaan Jasa
layanan Umum

tor yang

Penyediaan Jasa
layanan Umum
ntor

09




PROGRAM /

YANG RELEVAN : SUBKEGIATAN
(01} [02) (03) (04) (05) (06} (07)
Disediakan
(Laporan)
Terlaksananya Jumlah Aset Tetap [1.05.01.2,09 -
Perawatan Barang |Lainnya yang Pemeliharaan
Milik Daerah pada Djpelihara (Unit) [Barang Milik
Perangkat Daerah Daerah Penunjang
Yang Layak Pakai | Urusan
Pemerintahan
S L Daerah
Llumlah Gedung 1.05.01.2.09 -
Kantor dan emeliharaan
[Bangunan Lainnya [Barang Milik
yang Daerah Penunjang
Dipelihara/Direha [Urusan
bilitasi (Unit} merintahan
. o I |, aerah
Jumlah Kendaraan {1.05.01.2,09 -
Dinas Operasional Pemeliharaan
atau Lapangan Barang Milik
yang Dipelihara Daerah Penunjang
dan dibayarkan  [Urusan
Pajak dan Pemerintahan
o o Daerah
Jumlah Kendaraan (1.05.01.2.09 -
Perorangan Dinas [Pemeliharaan
atau Kendaraan Barang Milik
Dinas Jabatan Daerah Penunjang
vang Dipelihara  [Urusan
i __dan dibayarkan  [Pemerintahan
E




Daerah Penunjang
Urusan

NSFPK DAN PROGRAM /
- KETERANGAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN /
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
{01} (02) (03 (04} {05) (06} (07) 08}
Pajaknya (Unit) Daerah
N - ~ Dumiah Mebel 1.05.01.2.00 -
vang Dipelihara Pemeliharaan
(Unit) Barang Milik

Dipelihara (Unit)

Jumlah Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya vang
Dipelihara/Direha

‘bilitasi (Unit)

Pemerintahan

Daerah
Jumlah Peralatan |1.05.01.2.09 -
idan Mesin Pemeliharaan
Lainnya yang arang Milik

aerah Penunjang
rusan
merintahan
Daerah

1.05.01.2.00 -
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dlinas Jabatan
vang Dipelihara

1.05.01.2.09.0001 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biays
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan




SN nan - PROGRAM /
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
{91) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
dan dibayarkan Perorangan Dinas
Pajaknya (Unit) atau Kendaraan
- s Dinas Jabatan
Lumlah Kendaraan |1.05.01.2.09.0002 -
Dinas Operasional [Penyediaan Jasa
atau Lapangan Pemeliharaan, Biays
vang Dipelihara meliharaan, Pajaly
dan dibavarkan an Perizinan
Pajak dan endaraan Dinas
Perizinannya (Unit) [Operasional atau
Lapangan
L Jumiah Mebel 1.05.01.2.09.0005 -
vang Dipelihara emeliharaan Mebel|
(Unit) e
Jumlah Peralatan [1.05.01.2.09.0006 -
dan Mesin meliharaan
Lainnya yang Peralatan dan
Dipelihara (Unit) esin Lainnya
Jumlah Aset Tetap (1.05.01.2.09.0007 -
Lainnya yang meliharaan Aset
— Dipelihara (Unit) [Tetap Lainnya
Jumlah Gedung 1.05.01.2.09.0009 -
[Kantor dan Yemeliharaan /Reha
[Bangunan Lainnya |bilitasi Gedung
yang Kantor dan
Dipelihara/Direha ngunan Lainnya
——— bilitasi (Unit)
&




NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN PROGRAM /
YANG | OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / KETERANGAN
' SUBKEGIATAN
0y (©2) (03] ©1] (05 (06] (07) (05)
Jumlah Sarana 1.05.01.2.09.0010 -
dan Prasarana Pemeliharaan /Reha
Gedung Kantor bilitasi Sarana dan
atau Bangunan rasarana Gedung
Lainnya yang cantor atau
Dipelihara/Direha [Bangunan Lainnya
| hilitasi (Unit)
Miﬂéﬁﬂkﬂtﬂra Persentase 1.05.02 - PROGRAM
gaban Eangguan PENINGKATAN
ff;ngf&im trantibum yang  [KETENTERAMAN
| o dapat dicegah (%) [DAN KETERTIBAN
- UMUM
Peningkatan Jumlah Dokumen |[1.05.02.2.01 -
deteksi dini SK Pembentukan [Penanganan
terhadap potensi Satgas Linmas ngguan
angguan (Dokumen) etenteraman dan
trantibum etertiban Umum
dalam 1 {Satu)
Daerah
Kabupaten /Kota
Jumlah Dokumen [1.05.02.2.01.0019 -
SK Pembentukan [Pembentukan
i Satgas Linmas Satgas Linmas
——e (Dokumen) Tingkat Kab/Kota
Meningkatnya Jumlah Dokumen [1.05.02.2.01 -
atroli pencegahan |Hasil Pelaksanaan [Penanganan
gguan Kerja Sama antar angguan
trantibum Lembaga dan etenteraman dan
| Kemitraan etertiban Umum
4




NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME UTPUT PROGRAM /
YANG RELEVAN * it ERGIATAN |
01) ' - ; -
1 (03) (04) (05) (06} (©7) 08)
dalam Teknik dalam 1 (Satu)
Pencegahan aerah
Kejahatan ﬂzahupatcn,fﬂma
= [Dokumen)
Jumlah Dokumen |1.05.02.2.01.0019 -
l SK Pembentukan Pembentukan
Satgas Linmas Satgas Linmas
- | (Dokumen) Tingkat Kab/Kota
Meningkatnya Jumlah Dokumen [1.05.02.2.01 -
patroli pencegahan |Hasil Pelaksanaan [Penanganan
gEuan {erja Sama antar |Gangguan
trantibum Lembaga dan Ketenteraman dan
Kemitraan Ketertiban Umum
alam Teknik dalam 1 {Satu]
Daerah
Pencegahan 5 : )
Kejahatan hﬁbllp&tenfﬁﬂtd
- Dokumen)
Fumlah Dokumen |[1.05.02.2.01 -
Hasil Pelaksanaan |Penanganan
Koordinasi Crangguan
Penyelenggaraan  |Ketenteraman dan
etenteraman, Ketertiban Umum
tertiban Umum [dalam 1 (Satu)
an Perlindungan [Daerah
asvarakat Kabupaten/Kota
ingkat
Kabupaten/Kota
Dokumen)
=)
i




NSPK DAN
SASARAN RPJMD SABARAN OUTCOME PROGRAM /
YANG RELEVAN OUTPUT INDIKATOR “""""‘“: {“ KETERANGAN
101 . SUBKEGIA' :
03 ©4) (05] [06] (07) 108)
WJumlah Dokumen |1.05.02.2.01.0003 -
Hasil Pelaksanaan [Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Ketentraman dan
etenteraman, Ketertiban Umum
tertiban Umum [serta Perlindungan
an Perlindungan Masyarakat '!"ing,l-:&l
Masvarakat Kabupaten/Kota
ingkat
L Kabupaten/Kota
N Dokumen)
umlah Dokumen [1.05.02.2.01.0006 -
asil Pelaksanaan [Kerja
ria Sama antar Sama antar
Lembaga dan Lembaga dan
Kemitraan Kemitraan dalam
alam Teknik Teknik Pencegahan
Pencegahan dan Penanganan
ejahatan gangguan 3
Dok etentraman dan
. k o Ketertiban Umum
gﬁ}”‘dﬁkﬁmﬁ Persentase 1.05.02 - PROGRAM
danena penindakan PENINGKATAN
e gangguan KETENTERAMAN
I rm“" wm trantibum yang  |[PAN KETERTIBAN
o - tertangani (%o UMUM
Terwujudnya Jumlah Laporan |1.05.02.2.01 -
Pengamanan Gangguan Penanganan
- | I-hcgi,atan ) Ketenteraman dan |Gangguan
=y
=




NSPK DAN . PROGRAM
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN ’; KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02 (03} (04) (05) (06) {07) (08)
Pemerintah Daerah Ketertiban Umum  |[Ketenteraman dan
vang Dicegah Ketertiban Umum
Melalui Deteksi  dalam 1 (Satu)
ini dan Cegah Daerah
Dini, Pembinaan [Kabupaten/Kota
Penyuluhan,
atroli,
engamanan, dan
Pengawalan
SeSa—— Aporar)
umlah Laporan 1.05.02.2.01 -
nyediaan Penanganan
vanan Dampak |Gangguan
enegakan Perda (Ketenteraman dan
Perkada vang [Ketertiban Umum
erlavani jumlah  ({dalam 1 (Satu)
Laporan acrah
bemberian abupaten/Kota
pelayanan dasar
kepada warga
Layanan yvang ter
Dampak
Penegakan Perda
dan Perkada vang
Terlayani
— | (Laporan|
umlah Sarana 1.05.02.2.01 -
Prasarana nanganan
- Ketenteraman dan [Gangguan
o
|




NSPK DAN

PROGRAM /

SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR : KETERANGAN
YANG RELEVAN o
01 (02) (03) (04) (05) 0] ©7) 08)
Ketertiban Umum |Ketenteraman dan
yang Tersedia Ketertiban Umum
{Unit) alam 1 (Salu)
Daerah

i bupaten /Kota
Jumlah Laporan |1.05.02.2.01.0015 -
Gangguan Fencegahan
Keienteraman dan  |[Gangguan
Ketertiban Umum |[Ketenteraman dan
vang Dicegah Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Melalui Deteksi Dind
Dini dan Cegah dan Cegah Dini,
Dini, Pembinaan [Pembinaan dan
dan Penyuluhan, nyuluhan,
Patroli, laksanaan
Pengamanan, dan [PAtroli,
Pengawalan Pengamanan, dan

a y ) (laporan) Pengawalan
Jumlah Laporan  (1.05.02.2.01.0017 -
Penyediaan Penyediaan Layanan
Layanan Dampak dasar dalam rangkd
Penegakan Perda |Dampak Penegakan
dlan Perkada yang [Peraturan Daerah
Terlayaniumlah dan Perturan kepald
Laporan tlaerah
pemberian
pelayanan dasar
kepada warga
Layanan yang ter

%




NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN oUTCcO : PROGRAM /
YANG RELEVAN ME OUTPUT INDIKATOR m&t&g ;ﬂ EETERANGAN
7 . SUBKEGIA
- (02) (93] (04) 05 (06} 07) O8]
Dampak
Penegakan Perda
dan Perkada yang
Terlayani
| Laporan)
umlah Sarana 1.05.02.2.01.0018 -
an Prasarana [Pengadaan
Ketenteraman dan dan Pemeliharaan
[Ketertiban Umum  [Sarana dan
ang Tersedia Prasarana
[ Unit) Ketentraman dan
i = Ketertiban Umum
Meningkatnya umlah Aparatur |1.05.02.2.01 -
Kerjasama Satpol PP yang Penanganan
Penindakan engikuti Gangguan
Trannbgrn d“’{ﬁ“—“ Pendidilkan dan lKetenteraman dan
Instansi Terkait  |pejatihan Dasar  [Ketertiban Umum
Polisi Pamong dalam 1 (Satu)
Praja (Orang) Daerah
Kabupaten /Kota
Lumlah Dokumen |[1.05.02,2.01 -
SOP Ketertiban Penanganan
Umum dan Gangguan
Hetenteraman Ketenteraman dan
Masyarakat yang etertiban Umum
Telah Dibuat dan am 1 (Satu)
Dimutakhirkan  [Paerah
(Dokumen) kKabupaten/Kota
-
bt




NSPK DAN

g e AAREN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / | kETERANGAN
YANG RELEVAN : KEGIAT ‘!‘g ;,“
(01) o2} (03] 04) 55 o mw?j =
Jumlah Laporan  {1.05.02,2,01 -
Gangguan Penanganan
Ketenteraman dan [Gangguan
Ketertiban Umum Erttntcraman dan
berdasarkan Perda [Ketertiban Umum
dan Perkada dalam 1 (Satu)
Melalui Penertiban [Pacrah
dan Penanganan [rabupaten/Kota
Unjuk Rasa dan
herusuhan Massa
vang Dilakukan
Penindakan
= (Laporan)
Jumlah Pejabat 1.05.02.2.01 -
Fungsional yang |[Penanganan
mengikuti uji Gangguan
kompetensi untuk Ketenteraman dan
usulan Ketertiban Umum
indahan dalam 1 (Satu)
jabatan ke jabatan [Pacrah
fungsional Pol PP, Kabupaten/Kota
Promosi dan
kenaikan jenjang
B jabatan. (Orang) _
Jumlah SDM 1.05.02.2.01 -
Satuan Penanganan
Perlindungan Crangguan
Masvarakat yang |[Ketenteraman dan
Ditingkatkan Ketertiban Umum
3




NSPK DAN

SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN o \ PROGRAM /
WA R EVAN UTCOME OuTPUT INDIKATOR KEGIATAN ;x KETERANGAN
SUBKEGIAT
o1 (02) (03] (04) (05] 106} ©7] (08]
Kapasitasanya dalam 1 (Satu)
| [Orang) Daerah
) | Kabupaten/Kota
umlah Dokumen [1.05.02.2.01.0008 -
SOP Ketertiban Penyusunan SOP
Umum dan Ketertiban Umum
Ketenteraman dan Ketenferaman
Masyarakat yang Masyarakal
elah Dibuat dan
Dimutakhirkan
Dokumen) . I
umlah Aparatur [1.05.02.2.01.0010 -
atpol PP vang ningkatan
engikuti pasitas SDM
Pendidikan dan atuan Polisi
Pelatihan Dasar mong Praja
Polisi Pamong elalui Pendidilkan
Praja (Orang) an Pelatihan
Dasar Pol
PPngsional Pol PP
Uji Kompetensi
i Pejabat
Fungsional
Lumlah Pejabat 1.05.02.2.01.0012 -
Fungsional yang |Peningkatan
mengikuti uji Kapasitas SDM Pol
kompetensi untuk PP melalui Uji
usulan Kompetensi untuk
= perpindahan usulan
=




NSPK DAN

fungsional Pol EP,
Promosi dan
F(enaikan jenjang

abatan. (Orang)
|

jabatan ke jabatan
fungsional Pol PP,

IPromosi dan
enaikkan jenjang
jabatan

SASARAN RPJMp |  TUJUAN SASARAN ouTeo ' . PROGRAM /
!ml : SUBKEGIAT
01 (02) 03) (04] 05) (06) ©7) 05)
jabatan ke jabatan [perpindahan

Jumlah SDM 1.05.02.2.01.0013 -

[Satuan Peningkatan
rlindungan pasitas SDM

asyarakat yang atuan

Ditingkatkan lindungan

pasitasanya asyarakat
- Orang) B
Jumlah Anggota  [1.05.02.2.01.0014

Satpol PP dan
Satlinmas vang
itingkatkan SDM
yva melalui
latihan teknis
tpol PP dan
atlinmas

Peningkatan

umlah Laporan

Perkada
Melalui Penertiban

1.05.02.2,01.0016 -

Penindakan Atas
Cangguan
Keltenteraman dan
Ketertiban Umum
rdasarkan Perda
an Perkada

Melalui Penertiban

dan Penanganan




e e AN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KBotavan | KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
{01) 02) (03} (04) {05) (06) (07) (08)
Unjuk Rasa dan dan Penanganan
Kerusuhan Massa |Unjuk Rasa dan
vang Dilakukan Kerusuhan Massa
Penindakan
S N . (Laporan)
Meningkatnya Persentase 1.05.02 -
pemberdayaan pemberdayaan ROGRAM
Satlinmas Satlinmas %) ENINGKATAN
tTENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
|- o I UMUM
Meningkatnya Jumlah Dokumen |1.05.02.2.01 -
“Tan serta vang Memuat {Penanganan
Satlinmas dalam asil Cangguan
: ; emberdayaan Ketenteraman dan
Trantibumlinmas rlindungan Ketertiban Umum
asyarakat dalam |[dalam 1 (Satu]
angka Dacrah
etenteraman dan [fabupaten/Kota
IKetertiban Umum
o | | Dokumen)
WJumlah SDM 1.05.02.2.01 -
Satuan
Perlindungan
Masyaralcat yang
Ditingkatkan
Kapasitasanva
(Crang)
=




NSPK DAN
SASARAN RPJMD SASARAN ' - PROGRAM / KETERANGAN
YANG RRLEVAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 'KEGIAT A: ;u
1 . ' SUBKEGIATA
= (03) (04) (05) (06} (©07] (08)
Jumlah Dokumen |1.05.02.2.01.0004 -
yang Memuat Perberdayaan
Hasil Perlindungan
Pemberdavaan Masyarakat dalam
Perlindungan rangka
Masyarakat dalam |[Ketentraman dan
rangka Ketertiban Umum
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
TR - ___ [Dokumen)
Jumlah SDM 1.05.02.2.01.0013 -
' Satuan Peningkatan
Perlindungan Kapasitas SDM
Masyarakat yang  [Satuan
Ditingkatkan Pelindungan
Kapasitasanya Masyarakat
1 - = o {Orang] S

Jumlah Anggota  [1.05.02.2.01.0014
Satpol PP dan - Peningkatan
Satlinmas yang [Kapasitas SDM
ditingkatkan SDM [Satuan Polisi
nya melalui Pamong Praja dan
pelatihan teknis Satlinmas melalui
Satpal PP dan Pelatihan Satpol PP

| i Satlinmas dan Satlinmas

i A Persentase Perda

|da_n Perkada dan Perkada vang
ditegakkan (%)

tL




NSPK DAN

SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN o - PROGRAM /
Valic o UTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN ;“ KETERANGAN
©1) 0 : . SUBREGIAT.
feer (03) (07 05] (06] (07) (08]
Meningkatnya Persentase 1.05.02 -
mﬂgﬁf;& Perda pelanggaran Perda [PROGRAM
" vang tertangani ENINGKATAN
(%) (ETENTERAMAN
. AN KETERTIBAN
. MUM
Meningkatnya Jumlah Dokumen [1.05.02.2.02 -
sosialisasi Pernberkasan Hasil [Penegakan
pelaksanaan Penvidikan atas raturan Daerah
penegakan perda Pelanggaran Perda [Kabupaten/Kota
ilan pﬂrkada ELhkllmﬁn] an Peraturan
- upati/ Wali Kota
Jumlah Laporan  [1.05.02.2.02 -
Hasil Pelaksanaan [Penegalan
Sosialisasi Peraturan Daerah
Penegakan Kabupaten /Kota
Peraturan Daerah dan Peraturan
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
| Kepala Daerah
{Laporan)
Jumlah Laporan  (1.05.02.2.02 -
Hasil Pembinaan [Penegakan
dan Penyuluhan  [Peraturan Daerah
atas Pelanggar Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah pdan Peraturan
Kepala Daerah
- " (laporan)
by




NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN ' FROGRAM
Anax S OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / | KETERANGAN
7 _ ; SUBKEGIATAN
- 2 (03) (04) (03] (06) (07) (08)
Jumlah Laporan  [1.05.02.2.02.0004 -
Hasil Pembinaan [Pembinaan
dan Penyuluhan |dan Penyuluhan
atas Pelanggar terhadap Pelanggar
Peraturan Daerah |Peraturan Daerah
dan Peraturan dan Peraturan
Lﬁcpala Daerah Kepala Daerah
laporan) i
Jumlah Dokumen [1.05.02.2.02.0009 -
Pemberkasan Hasil Pemberkasan
Penyidikan atas  Administrasi
Pelanggaran Perda Penyidikan oleh
- {Dokumen) PPNS Penegak
N | i Peraturan Daerah
' Jumlah Laporan  |1.05.02.2.02.0010 -
Hasil Pelaksanaan Sosialisasi
Bosialisasi Penegakan
Penegakan Peraturan Daerah
| Eﬁmumﬂ Daerah (dan Peraturan
dan Peraturan Kepala Daerah
Kepala Daerah
L S (Laporan)
eningkatnya Ljumlah Laporan  |1.05.02.2,02 -
. pﬁ?:tif:ﬂ alas  |[Hasil Pelaksanaan [Penegakan
Pengawasan eratluran Daerah
masyarakat [)ﬂeiaukan = abupaten /Kota
terhadap Terhadap an Peraturan
egakkan perda Kepatuhan upati/Wali Kota
= _ [Terhadap

9L



Peraturan Daerah
dan Peraturan

dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ | o ARGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) {02) (03) 04) (05) [06) [07) (08)
Pelaksanaan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Kepala Daerah
Laporan)
umlah Laporan  [1.05.02,2.02 -
Hasil Penyelidikan [Penegakan
tas Dugaan Peraturan Daerah
langgaran l!{.abupaten J/Kata

AT

vepala Daerah
: (Laporan)
umlah Laporan  [1.05.02.2.02 -
laksanaan negakan
nanganan Atas 'raturan Daerah
Pelanggaran Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah (dan Peraturan
pala daerah
Sesuai SOP
(Laporan)
umlah Perkara 1.05.02.2.02 -
ang Dapat Penegakan
Disidangkan Peraturan Daerah
{laporan) Kabupaten /Kota

dan Peraturan
Bupati/Wali Kota




NSPKDAN | 2 PROGRAM /
RPJMD JUAN SASARAN ; :
mu?m sy OUTCOME OUTPUT INDIKATOR m:n.u: ;N KETERANGAN
1
ey (02) (03] @) 105] (@6) (07) (O8]
Jumlah Laporan 1.05.02.2.02.0007 -
Hasil Penyelidikan Penyelidikan
atas Dugaan terhadap dugaan
langgaran Pelanggaran
Peraturan Daerah Peraturan Daerah
dan Peraturan dan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah
[{I.apnl‘ﬂn}
umlah Perkara 1.05.02.2.02.0008 -
ang Dapat Dukungan
isidangkan Pelaksanaan
(laporan) Sidang atas
L | Pelanggaian
- | o Peraturan Daerah
Juinlah Laporan  [1.05.02.2.02.0011 -
laksanaan Penanganan Atas
Penanganan Atas [Pelanggaran
Pelanggaran eraturan Daerah
Peraturan Daerah jdan Peraturan
an Peraturan Kepala daerah
kepala daerah
Sesuai SOP
. Laporan)
Jumlah Laporan  [1.05.02.2.02.0012 -
Hasil Pelaksanaan [Pengawasan Atas
Pengawasan yang [Kepatuhan
Dilakukan Terhadap
erhadap Pelaksanaan
|Kepatuhan Peraturan Daerah
2




NSPK DAN

PROGRAM /

SASARAN RPUMD TOJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN FRETER AR
YANG RELEVAN ' /
SUBKEGIATAN
1) (02) e :
. - (05] (06] (07 (08
Terhadap dan Peraturan
Pelaksanaan Kepala Daerah
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Kepala Daerah
B . . (Laporan)
Terlaksananya  |jumlah Aparatur |1.05.02.2.03 -
e i vang Mengikuti  [Pembinaan
fterhadap Diklat PPNS Penyidik Pegawai
pelanggaran perda Penegak Peraturan [Negeri Sipil {PPNS)
h - iDacrah (Laporan) [Kabupaten/Kota
umlah Laporan 1.05.02.2.03 -
asil Kinerja Pembinaan
ekretarial PPNS  [Penyidik Pegawai
Laporan) Negeri Sipil (PPNS)
) = [Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan 1.05.02.2.03 -
Hasil Pembinaan
Pengembangan Penyidik Pegawai
dan Peningkatan [Negeri Sipil (PPNS)
Kapasitas Pejabat Kabupaten/Kota
PPNS Penegak
= = Perda (Laporan)
[Surat Keputusan [1.05.02.2.03 -
epala Daerah Pembinaan
tentang Penyidik Pegawai
mbentukan Negeri Sipil (PPNS)
Sekretariat PPNS  [Kabupaten/Kota
(Dokumen)
2




NSPK DAN

YANG RELEVAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR m‘:iﬂ
1 (02) (03] 0] 05 (©6] ©7) 05)
Surat Keputusan  [1.05.02.2.03.0002 -
{kepala Daerah Pembentukan
tentang Sekretariat PPNS
Pembentukan
Sekretariat PPNS
B [Doloumen)
Jumlsh Aparatur  |1.05.02.2.03.0004 -
vang Mengikuti mbentukan PPNS
Dilkclat PPNS I:neg:ak Peraturan
Penegak Peraturan |Daerah
Daerah (Laporan)
Jumlah Laporan  |1.05.02.2.03.0006 -
Hasil ngembangan
Pengembangan Epasitas dan
dan Peningkatan [Karier PPNS
Kapasitas Pejabat
PPNS Penegak
% - Perda (Laporan) i
eningkatnya Jumlah Dokumen [1,05.02.2.03 -
erjasama anlar  |Hasil Pelaksanaan [Pembinaan
embaga dan Kerja Sama Antar [Penyidik Pegawai
emitraan dalam o nhags dan Negeri Sipil (PPNS)
elaksanaan Kemitraan dalam  [Kabupaten/Kota
cnegal']::aandperda Pelaksanaan
R peritaua Penegalkan
Peraturan Daecrah
o (Dokumen)
g




PROGRAM /

NSPK DAN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME KETERANGAN
YANG RELEVAN OUTPUT INDIKATOR mn: ;ﬂ
1 SUBKEGIA'
- 02) (03) (04) (05) (06) ©7) 05)
Jumlah Dokumen [1.05.02.2.03.0003 -
Hasil Pelaksanaan [Kerja
[Kerja Sama Antar  |Sama Antar
Lembaga dan embaga dan
[emitraan dalam emitraan dalam
elaksanaan laksanaan
enegakan negakan
eratura_n Da.ﬂ.rﬁ.tl Era!‘l.lran D'.'-':I{‘l’l“r'ih
Dokumen)
i




4.2 Uraian Program, Kegiatan, SubKegiatan Beserta Kinerja,
Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk dapat kami sajikan sebagai berikut:

Program utama yang berhubungan langsung dengan capaian

sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan

Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1
( satu ) Daerah Kabupaten /Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Walikota
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS )
Kabupaten /Kota
Pemberdayaa Satgas Daerah di Kabupaten/Kota

Selain program diatas, terdapat juga program penunjang

demi tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Nganjuk, sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten,
- Kegiatan

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah



Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan

indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat di
gambarkan pada table sebagai berikut :

83




TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET DAMN PAGU INDIKATIF TAHUN g
BIDANG URUSAN | PROGRAM / BASELINE ) e
TARGET PAGLU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGLU TARGET PAGU
{07 ©2) 03) () 05 {08) @ (o8} {09) (10) (1) i (13) (14) (15
LOG - URUSAN PEMERINTAHAR
BIDANG KETENTERAMAN [IAN
KETERTIBAN UMUM SERTA 12.207 413.319,00 17.381.254.273 00 16004, 1477 14,00 16 B15. 16238 00 19,937 BES. 387 00
FERLINDURGAN MASYARAKAT
L0501 - FROGERAM FENUNIANG
:J,::..Jw TRAOAL AN T BEDGHF.F 19,00 LGS 6T, 278,00 121 19,9105 14,00 VR TES, 1 1. O 0 1300 TOS. THT 00
KABLIPATEN KOTA
[ Vs, Bt vinilg
Meningkatnya A hilitns i ik Adtnitmbil T TR measngani Bidong
e Dacrat i e | e ) o, TE8964T.TI9,00 | H150 16T FA00 | B3 1211997971400 | 8350 12725 10 02800 | 84 12300, 795. 707,00 | Ketenteraman Dan
righost Priungkat [l (Nilid)
Erierifthan Umom Serm
Perhod imngmn
mrmdat
L.05.002 - FROGRAM PENINGRATAN e
:-;.:ruz: o~ ulinin s AW 765, 500,00 5.7 11 SET.0, D0 5 B8, 336, (00,00 5, 120, 005 300,00 £, (900,00
[dimms Boaden ymnng
Meninghatsya pence gaban Perscnings ganggunn imennngani Ridang
gaingguan teaniibion tratatibm yang depul B a3 L 1589 103, 550,00 it 3147 400, 000,00 73 3 147 S, 000, M 77 2 164 TO0.000,00 B A5IBOLONLE | Ketenternman Dan
dicegah (4 Krtertibuns Uimiim Sert
Perbindungian
Mooy it
i Uriguen f Heacdin yong
Meningkninya penindakan Frerseatia: penindakan menrnganl Bibang
gangEginn  tenebiin g i yhag o L] -] L2012 26 800,00 7 123500 270 G 0 77 1ML, M, T Al 1AM, P END, X Rl 155 2F0000,00 | Ketenteraman Dran
tertamgani (34 Ketertibom Umum Sers
Ferluslungan
mrmkal
Dripws f Blawloms yimg
Meningleative pene el Perdm dan | Pr tase g Lnasggrern menungnn| Bdang
Ferkamls gz = “!'!'ll. e i &5 o L A G E50,00 T3 GE. T 1T.000,00 77 HG0 DR D00, 00 B0 A0, 035, 2000, 140 Bl SOAO22MN | Ketentermman Dan
Perdn vang sertangi
M Heteriilum Llmum Semm
Ferlodungan
sy auraba
Drnss | Baclan vang
. Persetase menangani Bulang
Meninghstiye pemsbe sy aun Fax b £ 40 43 FAATI LA 7a TS CHH, 00, 7 SO0, 000,00 a0 S DA A0 TS OOOUNNLN | Ketentoraman Den
Satlingins pEmaBCr Ry o tertitan mum Senn
Hatlimas (34
Prrlindimngan
I'-'g;e:m-dmr
ST R VEATA L2 1900 1T3RI54273.00 VB0 14T 14,00 LARA 16 200, 000 1PIATERARAT 0

8




TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN
PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN |
PROGRAM | DUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN QUTPUT

INMKATOR OUTCOME |
ouTPUT

BASELINE
TAHUN
024

TARGET DAN PAGLU INDIKATIF TAHUN

TARGET

TARGET

PAGU

PAGU

TARGET

TARGET

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

{4

_o%)

{10}

(124

f14)

(15

e

i '_i?ﬁli; 3 ' fi

f mmm

15937 883 36700 |

7,889,847 THRID

11,669, 367.273,00

12410 808.7 14,00

12726061 28,00

13,303 795787 00

Hilil Aouriabitins Kinara
Pusanghat Desrsh (Nilal)

T85O

7880 547 TR |

11 BER:I6T 27300

12 119.818.714.00

12725961 028,00

13305 7Es TAT 00

1.05.0.00,0000.01. 0000
- Sarfuan Polisl

Pamong Prag

58 142 ONEED

25.052.500,00

67.770.500,00

112872 000 .00

126522 00000

| Fanganggaran,
Evaluasl Kinarja, dan Data
Kinerja Perangkni Daarah Yang

Jusmilah Laparen Evaluasi
Kirmrja Parangikat Dasrah
(Lapemn)

BB 143 ONDOD

B5.052.500,00

7. 770.500.00

112.672.000.00

126,522.000,00

| Twpuk Wulphtty g S sbiptistigs

Jumilah Dokurman

Lzporun)

Jurmiah Laparan Capaian
Kirsrja dan lkiviisar Roalisasi
Kirrg SHPD dan Laporan Hasil
Koordinas: Parmyususan

oran Capaisn Kinefjs dan
lﬂl‘lﬁhﬂr Fieakxasi Kinanp SKFD

a-'nhhhhrnnﬁm
Perangkat Casmeh (Dokumen)

Jumiah Besita Acara Hasll
Fesusm Perangimt Dearah
Bardesarkan Bidang Urusan
yang Diampu dalam Ranghn
Diobuman
Perancansan Porangsei Doerah
{Baritn Avasa;

<8




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

——

e s oo v e ol 2026 2027 2028 2028 2000 PR NeRAT | KETERANGAN
o S TARGET |  PAGU | TARGET |  PAGU | TARGET |  PAGU | TARGET |  PAGU | TARGET |  PAGU
{01) io2) {03} i04) ia5) (] fan o8 o8] (10} {11 {12) (13 (1) {15)
1,05.01 2,00 0001 -
Painystirsin Cekimen 36 406,000 00 40,636, 500,00 51:312.000,08 56.275.000,00 &7 471 000,00
Pomencanaan Peranglkal Dosrsh x
mﬁ;m _— mmm“:ﬂ';‘ ] 7 38 408000 00 7 44 538.500,00 7 51.312.000.00 7 58.276.000,00 7 67.471,000,00
1,051 2,01 DO - Roordnas [
dan Penyusunan Dokumen 14 628,000,00 18 B0O,000.00 18,300,000,00 2,200 000,00 75.550,000,00
FKA-SKPD . i
Tersadianya Dokuman RFA- Jumlah Dokumen REA-ZXPD
m“:‘l"“"‘" ﬁ' ‘;'.“m';:::‘n :"‘w"”"‘""ﬁm‘“ ' 1 & 14 A28.000,00 1 6.800,000,00 1 16300 000,00 1 22 200,000,00 i 35 550.000,00
Dokumen RKA-SKPD SHPD (Dokumen) _
1,05.01 2,01 0003 - Koordinasi
dan Ponyusunan Dokurmen 4 S5 000,00 5 800.000,00 67000000 T AT0.000.00 6,820 000,00
Panibahan RIFA-EKPD =
Tersadiarya Do kuman Jumiah Dokumen Pasutahan
Ponibahan REA-SKPD dan RAKA-SKPD dan Laperan Hasl
Lapomn Hasil Koaidnanl Foardinasl Panyusunan 1 1 4 D8R .000,00 1 5 800,000.00 ! £.670.000,00 1 7 470,000,020 1 8,62000000
Pemyusunan Dok man Db Paruioahan REA-
| Perubaban REA-SEPD | EKPD Dokumen) i
10501 2.01.0006 - Keormdinas
dan Paryusunan m 5 840,000,00 748,000 00 7.723.500,00 8,887 000,00 10:214.000,00
| Realsgy finacs SHPD - -
Jumizh Lapomn Capadar:
T-“u:‘:.mi rr'; m'p'l‘" Kinarja dan Hrﬂuaw rnutu::h“
i Kingrja SKPD dan Lapomn
wp dan Laporan Hasl | s Payusunan 1 5 £ 84000000 5 6 716.000,00 5 7.723.8M00 5 8.862,000,00 5 10.:244,000,00
Lmnmunlﬁlr:hdm Lapacn L‘.mnlumrhg;;b
iichiiser Ranbeas! Kinarja gacpy | eniimar Ranksarsi Kinsr
{Laparan)
bbb i 5,300,000, &.500.000,00 7.475.000,00 8586.000,00 B.850000,00
. T Jumiah Laparan Evalussi = S,
:rmm:hwm Kirmrja Kirarja Paranghat Desrah 2 5 3.300.000,00 ] & 50000000 L 7 475.000,00 8 B 588 000,00 5 BBS0 D00 D0
okt [Laposan) . :
105,01 2.01 0010 -
Pelaksarasn Forum Peanglat
i mm 400000000 4,500,000 5260 000,00 8,348 000,00 7.617.000,00
Parmyusunan Dokumen
Paianciniaan S—
Juredah Banta Acara Hasil
Tllhma:':r:“ " Farum Pera Craarah
Bordasaran Lirusan
Bidang Unvsan yang Diampu | g Clarmpu delany Rangka 1 4000, 000,00 1 4.600.000,00 ! 5.200.000.00 1 £.348 000,00 i 7617.000.00
mm_n?m-n mm“ :::ﬂm
=l mlﬂ]tlhmlh
Parngknl Dasrah {Basita Asara) ) -
;ﬂﬁ% Adminkstrasi 4 B8 B0 000,00 723707441300 7.240.001 41350 7.242 055 913.00 7,244 417415 00
Tarsedianyn Gag dan Jumiah Qrang yang Menarimn
Tusjfangan ASH yarg tepat Gaji dan Turjangan ASH 53 5a 28 562 000,00 63 7,226,302 413,00 53 7.226.302 413,00 s 7 226.302.413,00 a3 7,226, 302401300
wakl {Orangbulan)
;Tﬂfl’?zm w 4838 042 000,00 7,226 302,41 3,00 7.228.300 413,00 7,226 302.413,00 727800241300
]
o™




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | BASELINE
et e L B non el T 202¢ 2027 2028 2029 2030 PERLIORAT | kETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT ! z
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) i02) 03) i04) _{0g) (o} 87} (o8 iog) i1 (RES) (124 (13 (14 (18
Tarsed il Juminh Crang yang Menarima
Turjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 83 4 B2B HE2 000,00 = 7326302 41300 53 7228302 41300 53 T2M A0 S1300 L ] T2 302 41300
{rungbulan)
Jurniah n Kauangan
Tarsisunys Lapoman Keuangan | Akhir Tehun SKPD dan Laporan
Peranghat Deerah Yang Tepal Hasil Koardnis Pemyusunan 2 1 9,928 000,00 1 11.671.000.00 1 13,689,000 00 1 15.753.500,00 1 18.115.000,00
Wiaktu dan Akurat Laporan Keunngan Akhir Tahun
SHPD [Lapanan)
Jumniah HaEangan -=;
Busaran' Tiwulsnan!
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Pamyusunan 18 14 18 18 16 18
ran
Bheran
SKPD [Lapomn) z
1.05.01.2 02 0005 - Kacrdinasi
el PeryUsunan Lapsmsn 511200000 6.734.000,00 7.054 000,00 B.712.000,00 .328.000,00
Keusngan Ak Tahun SKPD ¥ e It
Tarsodinnya Lapomn Heuangan | Jumlah Lapoman Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan | Akhir Tahun SKPD dan Lepomn
Hasil Keordinasi Penyusuran Hasil Ksordinasi Permyusunan 2z 1 5.112.000,00 1 . 134.000,00 1 7054 000,00 1 8112 000,00 i 8 37800000
Laporan Kousngan Akhir Takhun Laporan Kauangan Akhir Tahun
SKPD SKPD (Lapomn)
1.08 012 02,0007 - Kocrdinas
mﬁmw 481600000 £ %33.000,00 845 000,00 7,841 500,00 8,787 000,00
|_Semastaran SKPD LB | P s
Jumlah Laparan Keuwshgan e | (e
Tarsedianya Lapovan Keuangan
Buta ran Triw uangn Semesteran ml "
SKPL}dan Lagotan Keordinasl | oo opngy) py 18 8 4.516.000,00 18 5,538,000 18
Peviyusunan Lapstan Kinssigan | Panyusunan ! .538.000,00 6,645,000 00 L] 7541 500,00 18 6787 000,00
Lapamn Kauangan
BularanTriwusnenSomasomn | o TrwulsnanSemessen
SKPD
_SKPD [Laparan)
SHEONN S S - 1R 241 1000,000,00 274.050/000,00 308.800,000,00 348 510,000,00 203 432 000,00
Tarlaksananya Pengadaan Jurnianh Pakat Pasalsn Dires
Pakaian Dinss Pagawai yang besertn Atribut Kelengkapan a8 B8 120.000.000,00 ] 144,000.000.00 ] 172.800.00000 BE 207.360.000,00 ] 246,232 000,00
Tepat Wakiu dan Akirat 1
1.0801.2.05 DOOZ - Pergadaan | ]
Palkabnn Dinas basarta Adribut 12:0.000,000,00 144.000.000,00 | 17280000000 | 207 360,000,000 248 232 000,00
L. [ l |
Jumiah Pakat Pakaisn Dinas |
T-hm-ul l“lhm.ﬁh p'"t .:'hl m"mm“m m-ﬂm Kolhgiapan ] a8 120,000,000 00 ] T 000.000,00 ] 172.800.000.00 ] 207.360.000,00 BS 248 732 000,00
Tarkakasranys Pangaloies -hnmhj:gnlar:nrfm
Administrasi Pegawal NN gl 10 121,000,000 20 10 127.050.000,00 ] 1331 00, 000, D0 10 139,150 10 145 0 000,
Tomuma i © | e g <" i %
Jumiah Crang yang Mengiat
‘Sosiy bl Pemturan - 50 50 50 50 50
Perundang-Undangan (Orang) |
1.05.01.2 .05 0008 - Pendidian
din Palaihan Pagawsi 45,000 000 00 48, 300000 00 50 B0, 000 00 52 800,000.00 155, 200.000,00
Berdusaskan Tugns den Fungal

—p—




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME | { PERANGKAT
m#::u ' QUTPUT TAHUN 202 027 2028 2029 2030 DAERLH KETERANGAN
* TARGET PAGLU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
[Ladf] (03) {04 (95 o8} e {8) (7] 18) (11 {12) {13F {14 (19
Tariah Pravictidikan dan Jumian wai Bardasaskan
Polatian Pogawal Berdasarian | (S CANTRAIE 08 . 10 46,000,00000 10 45,300,000,00 10 50.600,000.00 10 52.800000,00 10 55,200 000,00
Tm oan Fufw Palatian E !Ei
| 1.06.01 2060010 - Gosializasl
Perstin 75.000,000,00 T8.750.000.00 B2.500.000,00 85, 250.000,00 S10,000.000,00
Tarlakmansnyn Sosialmasi Jumiah Orang yang kargikul
Pargturan Pesundang- Sasialisas] Peraturan S0 7500000000 S0 78 750.000,00 5O B2 800 000,00 L 86 2500000,00 50 £0,000.0060,00
Undangan Farundang-Lindangan (Cmng; Py Ty fo =
0 3 I A 711.565.700.00 B15.360 837,00 P51 292.362,00 1,135 204.588.00 1,342 159, 506,00
Tarsediarys Persatan dan Jumizh Paket Pemlatan Rumah
Perengkapan Palayanan Tangga yang Disadiakan 15 2671 451 450,00 15 2§7.067 T40.00 15 30 760 858 00 15 385 B2 B45 00 15 447 279,083 00
Parkantoran Yang Layak Pakal
Juminh Dokumen Bahan
Bacann dar Peraburan 5 2 8 7 8 8
Parurdang -Lindangan yang
Diisndiakan {Dokumen)
urmiah Pasket Bahan Logistk =
Kartar yarg Dissdaian (Pabst) 3 i i 4 5 8
Jumiah Pakst Berang Cotatan
dan Perggandaan yang 3 3 4 4 5 B
mr;mnmm
Instainai ListikPenernngan 4 5 5 s 7 T
Bangunan Kantor yang
Chaediakan
Jurriah Pakot P“:ﬁhn dan ‘
Fariengkapan Kantor yang - 1 1 1 1
Cisadiakan
1.05.011 2.06 0001 - Panyedinan
Kampenen Irstalas
718120000 BE1T.440,00 10,340.268,00 12.408.113,00 14 B90.835,00
n Bangunan
Kantar W |
Jumiah Paket
Torsediznys Komponen
Instalasi ListiPenarmngar mmmw" 4 5 7161 200,00 5 B17.440.00 5 10,240.208 00 T 12.408.143.00 7 14/590.835,00
Bangunan Kantor Cisediakan |
|7 0501 3 0B.0002 - Penyedinan | & |
Pamlstan dan Parergkapan 42 500.000,00 44 825.000.00 | &5 TS0.000 060 48 875 000,00 5100000000
Jumiah Paket Peralatan dan
Teraedianys Paraiatan San
Parangkapan Kantor m;-mr yang . 1 42.300.000,00 1 #4.525.000.00 1 45,750,000 00 1 A8 87500000 1 51.000.000,00
1.05,01.2.06.0003 - Penysdison = A R
Poralaian R Tangge &5.000.000,00 168 250,000,00 71 500.000 00 Td_ 750, 000.00 TR 000 000,00
Jumiah Faket Paralatan Rumah
¢:w Pomistan Rumah | o pons yeng Disedisian 15 £5.000.000,00 15 £8.250,000,00 15 T1.500,000,00 1 74.750.000,00 15 7E 000.000 00
1.05.01.2 06,0004 . Penyediaan
Bmhan Kandar 133,360.260,00 160068300, 00 162081 560,00 230,486 352,00 278 562 022 00
Tarssdiama Bahan Logstik Jumilah Pakot Bahan Logistk
i Kantsr yang Disadiakan (Pakst 3 B 3 133.300.250,00 ! 160,068 300,00 4 19208 980,00 5 230,486 352,00 5 276 560.022.00

oo
oo
A=




TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

PROGRAM | OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME | i 2028 2020 2030 PERANGHKAT KETERANGAN
KEGIATAN / ouTPUT '-mm 2026 2027 oK
SUSHCEIMATIAR DR TRUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
_ i 02 {03) 04) 105) (08} (07) (08) 99) {10} (1) (12 (13) (14) (18
1.05.01 206 D005 - Paryediaan
Barang Cetakan dan 10 SE0,000,00 12627.000,00 15152 400,00 18.182.880,00 21 818 458,00
Jumial Paket Barang Cetskan |
I::""“"“" Barang Cetakan dan Penggandsan yang 3 3 10 980,000.00 4 1262700000 £ 15.152.400 00 5 18.182.880,00 5 21 B{5,456.00
| danPenggandesn Dhsedinkan (Faket
1.05.01.2 .08 0008 - Penyedinan
Bahar Bacaar dan Paraturan 2.400.000,00 2 BB0000, 00 3458 000 00 4,147 200,00 4 §78.840,00
Perundsng-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Tessedianys Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Paraturan ; 4878
e - et g 5 2 2.400,000,00 & 2.880.000,00 7 3,455 000,060 8 4,147 200,00 8 840,00
Diigadiakan (Dakumsan’
bicrogranginds b o SN Jumizh Laporun Fasiltasl 38 4 450,114 250.00 a B8 260 08700 4 £21.961.704,00 58 45,342,044 00 t1] BES 610,452 00
Yang Tepot Waitu dan Akuret | "oringan Tamu (Laparan)
h Lapoman
Kot a Korie 108 124 124 148 1 212
SKPD {Laperan)
Jumlah Dekuman
Penstausahsan Ards Cenams 7 ] B 8 10 1
paca SXP0 {Dekumen)
1/05.04 2 08 000 - Fasiiba sl 5723,
‘ e 28 800 280,00 3,120 287 .00 30,744 344 00 A7 88321200 31 B54 00
Taraksaramya Fasilas Jumdah Laporan Faslitan B0 130387 a : 58 ; T 57231,
o Tamis P Tarmu (Laporan) k-] 4 18 800, 250,00 41 X3 1202ET 00 B 36,744, 344 00 AT 683 212,00 854,00
7,05 01 2 06 0008 -
lenpgarman Rapat
Panyel e Wbl 408 080,000, 00 455202 00000 563.150,400,00 75, 780.480.00 B10.533.578,00
| SKPD
Terlaksananyn Jusnilah Laparan i
lenpgarann Rapat Panyslenggaraan
Punys 94 = bl 108 124 408 D60, 000,00 124 480 267 000,00 148 583 150,400,003 177 675,780 430 00 212 B0 838 575,00
SHPD = SXPD (Lapofan) - -
7,08.01 2.08.0010 -
Panatsusahann Arsip Difamis 13,234.000,00 15 B50. 500,00 18066 500,00 2 BES 352 00 27 443 (G200
| pada SKPD
Jumiah Dakuman
Tedaksarama Penslaussham | pynarausahasn Arsip Dinamis 7 8 13.:234,000,00 8 #5,680,800,00 8 10.068.960,00 10 2 868 352,00 1 27.442.022.00
el ERetl pacs pada SKPD (Dokuman) ]
1.08.01 2.07 - Pengataan
mmhm [Emp—— 1128 076.615.00 1.161.281 543,00 1217550331 00 1.361.080.367,00 1.313 272 478,00
Uinusan
Torsadanys Ba Miilik: Jusmilah Uink Kendaraan Cinas
Diasrak pﬂFu:'fﬁmn.m Operasianal nisu Lspangan 1 1 1,126 076.618,00 i 1.181 287 943,00 1 1.217.550.31 00 1 1.261 060,357 00 1 1,313,272 478,00
Yang Layak Paiai yang Disadiakan (Unit)
Jumiah Paket Mebel yang
Dtssdiakan (Urit) 2 1 3 4 L] 5
Jurmiah Lint Paralaten dan
asin Lainnya yang Dissdaian 1 1 1 1 1 9
| (it}
o
o




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

mugurmé INDIKATOR OUTCOME / BELINE PERANGHKAT
I ] 0 3
KEGIATAN [ OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH MH
ek a ] TARGET |  PAGU TARGET |  PAGU TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET |  PAGU
(01) (02 (03) 04) (05) 08) {o7) (08 {09) (1% (1 (12) (13 14) (15
1.06,01.2.07 0003 - Pangadaan
Kandaman Cings Dparasional 1.000.000.000,00 1.000:000.000,00 1.000.000.000,00 1,000,000 000,00 1,000,000.000,00
atau Lapangan :
Jumiah Lind Kandaraan Dirps
Tarsedisnys Kendaraan Dirds. | ol o0, atsu Lapangan 1 1 1,000,008 000,00 1 1.000.000.000.00 1 1,000,000 K00 00 1 1,000,600 563,00 i 1,000 000, 000,50
Ciparasonal alau Lapangan yaing Disediakan (Ll
RS R AL IH00 = ¥hadu) 80 000 000,00 102,000,000,00 122 400,000,00 146,680,000 00 178,296 000,00
Tereadiarrya Mobel T P.Ehmb'l yong 2 ' B0.000.000,00 5 102.000.000,50 4 122 .400.000,00 5 146.880,000,00 s 176,258 000,00
1.05.0 2 07 0008 - Pengadaan = = =% =
P it a 2 BE.0TEE16/00 Te.201.543 00 5 150.331 00 114.180.397.00 137 016.478,00
Juarigh Unt Peraiatan dan
Tersediarys Peraiatan dan Musin Lisinewa yarg Dissdiskan 1 1 BE.OTE£12.80 1 78,201 84300 1 oF 150231 00 ; 114, 180987 00 1 157 016.476,00
Mesin Liinnya (it
155,01 208 - Penywdisan Jass : ]
Pariunfang Urnssan 148,287 50000 229131 37500 358 545 BS0.00 430,734 780,00 503 714.376,00
Pamadintahan Casrmb
= Jumlah Lapamn Poeyodiaon
Tersadianya Jasa Polayaran Kamiriias: Days
s Vet M Frrigriby gty -miros) 3 : 248 352.500,00 4 296.121.378,00 5 358 548 650,00 8 430 734.780,00 & 503,714 376,00
Jumiah Lapomn Pasyadsan
Jaga Palayaman Umuim Kamos 2 3 3 4 5 5
yang Disedfakan (Lapotah) s =
Jumilah Laporan Penpadoan 1 1 i 1 1 1
Jasa Burat Menyurat (Laporan)
1.05.01.2.08 0001 - Penyadiaan
ookl _ 2902 500,00 3.441375.00 ! 412085000 | 4855 530,00 5 D45 6E 00
Tarlahsaranys Perpedman Jumiah Lapomsn Penyediaan
feregrcrar- Jaza Surat Menyuret & ) 1 i 2 9 500,00 i 344137500 1 4 1zf.am,m 1 4,555 580,00 i ulimm
1.05 012 08 (003 - Peryedasn
Jasa Kamunikas), Eumber Dayn B4 000.000,00 112.800.000,00 135,360,000 00 TET 452 000,00 18w 398 400.00
| Air dlan Listrk —= ’
Tersad o ik, Jasa Kamunikasi, Gumbar O
Ergadianya Jase Komi s rUiaya
B e Ak dan Lisic yara Disedans 3 4 94 000.000,00 4 112.800,500,30 & 135, 360.000.00 & 162 432.000.00 & 184918 400,00
(Lagarar i
1.05.01.2 080004 - Panyedinan
iy st A 152 400,000,050 1B2.BA0 000,00 218 458 000,00 263.347.200,00 07 B4R 280,00 -
Jumiah Laparan Penysdaan
mm"“ Pty Ja2 Pelaysnan Limum Kantor 2 3 152,400 000,00 3 152 B80.000,00 " 219,456 000,00 5 263347 200,00 5 302 849 280,00
yang Dissdakan (Laposan)
1.05.04 2.08 - Pemedbaraan
Barmang Mlik Dosrah Panunjang 653 580 800,00 1.779.518.21500 1 HA.5 19 450 50 2908823 340 00 237754801700
Uinuman Pumu_'luhnrn-m.h
5 ll;“h:‘:lnﬁ h Mebal Diipelihara
Bamng Jumila yang i
2 ki O b ¥y Layk {Unity 3 E53.560.800,00 3 1.778.516.215.00 3 1.938.519.458, 0D 1 2,196,823 340,00 3 2ATT 548017 00
H = e
Jumiah Aol Tatap Lainnys
yang Dipeihare. (Lo 5 2 2 ? 2 2

=4
=
s sanl




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUMN

BASELINE ;
mlw.f INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 Fﬂlmﬂul'f KETERANGAN
KEGIA ouT 2024 IAERA
i ot Yo TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01). 02) o2 04) [ {98 {07) (08} {og) {10} {11 12) 13} i14) 15
Jumitah Pulﬁlgn dan Masin P 3 4 3 " 5
Lasnrya yarg Dipaithare (Unit
Sumiah Cocursg Kanta! dan
m Lairmya yang F 1 1 1 1 1
Jumiah Kencarman Dinas
°“:"""""‘n . 36 = a8 ) a8 ]
yﬁlth
Jumiah Kendaman Parnmngan
mlﬂ Dipalara dan 1 1 1 1 1 1
ssbayarkan Pajakrya {Unt) |
Jusilah Sarans dan Pressand |
Godurng Kardcr atou Banguhar 4 A i 1 1 "
Lairevym yang |
liharainehabiliasi {Lint) |
10501 20080001 - Panyedins |
Jaza Pemelibaraan. Bimya
Enmelivaiaan, dan Pajek BB 584 200,00 20 545 835,00 118,450 543 00 143351 474,00 472 020 763,00
Kerdaman Pararangan Dinas
rmnn Dings Jabarian e =
Tersadlanys Jasa ol T
Pamalharaan, Blaya Du'ui:l-u m“:.p:om "
Fameiiarasn den Pajak vl liolliapin 1 1 86 584.800,00 i 90 546 635,00 1 119,450 582 00 1 143351 474,00 1 17204 76800
Kentaman Perarangan Chnas diiba _mm"w' {Liniy ]
ainy Handoraen Dinas Jabatan | |
1 \2.08.0002 - Penyadisan
Jans Pamalhamnan, Bayn
Pameliharaan, Pejah dan 443021 200,00 509 474 380,00 611,388 256 00 TANE43107 20 B30.371. 72800
pll'hk‘ﬁ Fandaraan
Tarsadinnya Jasa i Kawdh o T——
Pameiiharan, Buya Oparasional ateu Lapangan
Pasmalikaraan, Fajak dan yarg Dipelhara dan dbayaran 38 36 443031 300 00 35 508,474 380,00 8 811,388 356 00 b L] TI3E43.107 00 ] BE30.ATY T2R.00
Perizmnan Kendaraan Dines Puajak din Pariznannys [Uni)
1.05 “‘Jﬂﬂm . 301.000.000 00 21.500.000,00 3,040,610, 00 24, 500,000,500 36,000,003 00
L"::":"""‘ Pamelm e wmm“‘"““ 3 30000 000,00 3 31-500.000,00 3 3,000 000,00 3 34.500.000,00 3 36.000.000,00
108 01 3 s 008 - )
Pamabharaan Paralatan dan TR 594 BO0 00 HE.450. 200,00 142150 280,00 170,828 788 00 204 754 521 00
|_Mesin Lainnye
;:'::n"mﬂfm mmm&"m 2 3 76,864 400,00 4 118,482 200,00 8 142 150 540,00 4 174:826.788.00 5 304,754 521 00
705 07 2. D T -
Pomeliharasn Asat Telp 15,000,000 00 15,000 000,00 17,000.000,00 17,500,000 00 15,000,000 00
|_Lainnyg =
mﬁﬂ Pemelhwrasn ;""H’f‘;‘;‘*l T“m—:‘““ 5 ] 15,000,000 00 2 15.000.000,00 ) 17.000,000,00 g 17.500,000.00 Y 18.000,000.00
1.05.01 2.08.0009 -
mmxm 000 §55.500 000,00 55 500.000,00 1.025.000 000,00 1.030,000,000.00
| Lainaya
=]
o

ﬂ-—-




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
mﬁ:ﬂ ﬁuﬂ‘.'m! ! INDIKATOR OUTCOME | IJTWMWEI.IHIE 2028 2027 2028 . 2028 2030 PERANGHAT KETERANGAN
KEGIATAN | ouTPUT 2024 ; DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU - TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) (02) (03) i04) (05) (06) 07) (08) 108} (1w {11 (12 (13) (14) (15
Tarskaaerye Jumiah Gedung Kanler dan
mmﬂ;:l:tﬂ Barigunan Lainys yang 1 000 1 155, 500.000,00 1 955,500 000,00 1 1,405 000, D00,00 1 1,030,000, 000.00
e Harior g | Copelifuara Dins habiitasi (Linit o
1.05.01.2.08.00M0 -
San Prasesing Geavg | 0,00 50,000 000,00 60 000 000,00 72,000, 000,00 85,4900, 000,00
Kanior stau Bangunen Lainnys | —rre—t |
Teriaksarariya | Jumish Sarsna dan Prasarans
Pamelihatasnshabilitas Geadung Karber atau Bangunan ) B
Sainia, 4ot Pre = Iy s Q.00 i 50.000.000,00 1 B 00K 000,00 1 72,000,000, 00 1 86,400,000,00
Hanior atau Bangunan Lannys DepelihamaiDinhabditasi (Linit
1 ¥
ETENTERAMAN GAN 4347 76550000 6711 867 000,00 5884728 00000 B 120.005.200,00 B B34 083 800,00
: 1.06.0.00.0,00.01 0000
Meningkakiys parberdsysmn Passintiss e 33 a3 723731 400,00 3 &74 D00, 000.00 Fil OTS00000000 | 60 675000000 00 B 87500000000 | - Sahssn Polis
Safinmas Sadinmas (%) 1 Pamong Prag
1.05.02.2.01 - Penanganan |
Gangjuan Katerternman don | 2861, 164.850,00 5953 170.000.00 5.488.170.000,00 5 825.970.000,00 6,040, 070.000,00
résagh | : ; .488.170.000, !
rkotn |
S | Jumriah S0M mmw
Sadlnas dalam ranges rng 200 723.731, 400,00 200 675.000.000,00 200 S75.000.000,00 200 575,000 000,00 975 000,000, 50
. Catinghatian Kapasisanym
| dumiah Bokumen yang Mamat
I Harail rokanyaan
| Parlindungan Masyarakat dalam 268 208 2 w2 iy in
rangka Fatentaraman dan
| Feagtartiban Uemum (Dokumen) o W=
1.05.02 2.01 D004 - l
Pambsrdayaan
Masyarakat dalam mngka | 23 TE1, 400,00 B50,000.000.00 £50. 000 000 00 550 1000.000,00 BA0,000.000,00
Ketontraman dan Kelartiban I
Lmum e
e R e e
lial FilEm L L L
Perindungan Mesyaralst dalam | Perlindurgan Mesyarakat dalam 268 205 423.761.400,00 i) 50 000,000 00 272 B0 000 000,05 Fir! SE50.000,000,00 7 S50 000 000,01
rargka Kebortaraman dan rangha Kabenbaraman dan
Kaprtiban Uimusm Katartsban Umum {Dokuman}
1,06,02.2.01 0013
Panmghatan dopasitss SDM 260 570:000 00 425 000 000,00 425 000.000 00 425,000,000 00 A25 000,000,060
Situan Palindingsh Masyarikal | . it
Mannghkatnys Kapasiag S0M by Wi
Ewhanr Parlindingin M“mmm . 200 sesETOL0ONG | 200 42500000000 | 00 425.000,000,00 200 435,000,000,00 475 000,00000
Masyarakat ng
Maningkainys pancagahan Parsartass gangguan trartibum
ke h (%) BS as 1,988 163 550,00 ] 3.147.800.000,00 73 2147900 000 00 7 3,484, 700.000,00 ] 3 535.800,000,00
1 05 (12 2.01 - Penanganan
"‘""""""‘I 1""‘ 3891,184 850,00 5.353,170.000,00 5,488,170, 000,00 820,970.000,00 5.040,070,000,00
| {5atu} Decrah Kabugatentiot
=]
I

—




BIDANG URUSAN |

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM / OUTCOME / | INDIKATOR ouTCOME | | BASELINE
i s TAHUN 2026 2027 2028 2020 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN QUTPUT
TARGET PAGL TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 02 {03) (04} {05) (08} L] {58) {08) 1 { ¥, i
o (e {11 12) {13 14 15
Palaksanaan Koordinasi
Pan : Kartunie Kebartitan 10,847 -] 1.955 163.250,00 ]
pencagahan gangguan raman, B85 163 ‘3068 200.000,00 a 3084 200 000,00 12 3 000,
g e 105.000.000,00 15 3450 000,000 0
Masyaraknt Tinglat
Kabupatuniats (Dokarmany =—ia
Jumish Dokuman Hasd |
Pelaksanaan Kema Sama antar |
Lembags ” 10,546 a8 48 s & a8
dalon Teknik Pencegahan
i Hajarartan (Dobumen)
1.05 02,2 01 0003 - Koordinasi
R
da s 31 129,800,00 128.200.000,00 126,200 000,00 1485 000 000,00 185,000.000.00
:_cmum Wasyarhat
Tersadianys Dokumen Hasil Jurniah Dokumen Hasil =
Palaksanaan Koordinasi Proiaksanaan Koordinasi
Panyelenggaraan Penyalanggaraon
Keterteraman, Kaleien Ketariaraman. Ketertian 10,847 8 31,126,800,00 & 1268200 000,00 g 128 200,000 12 145 000, bl
- . piesh 00 000, 000,00 15 5 000 000,00
Masyarakal Tinglat Masyarakal Tinghad
Kal Kabupatarykota [Dokumen)
10502201 - Fatjs Bama e
anfar Lembaga dan Kemitraan
m:i:ﬂ-' ‘w“":“"' - 1,624 033, 850.00 560.000.000.00 2 960.000,000,00 2.960/000.000,00 3.395.000,000,00
Kalentraman dan Kobstiban
| Limim e
Jumilah Dokumen Haall
TR W S Palgksiragn Kerjs Sama anias
mntar Lambugs den Kemiimen | | o ny oy iamitoaan
dalam Taknik Pencogahan 10545 48 1.824/003,650 00 48 2.860,000.000,00 48 2.060.000 000,00 48 2.550.000.000,00 & 3.915.000,000 00
Kefatstan dafam Teknik dalin Taknik Poncegsian
Fancagehan Kashaten Kajahatan (Dakumen)
" Paningkatan debeks! fini imiah Dakuman 5K 1 E
terhadap polensé ganggleam ;.thrﬁ#ﬂ Salgas Linmas - - 000 21 58, 700.000,00 n 50 700,000, 00 H 55,700,000, 00 fra 58,600,000 00
1.05.02.2 01 DA - : 2 ==
Pambontukan Saigas Linmas 3,00 58 70000000 58.700.000,00 55, T00.000,00 58,500.000,00
Tertantuknym Sabges Linmas 61 I == |
tirggat KabMots datem Juimiah Dekumen SK
penyslanggaraan pedindungan Pambentukan Satges Linmas - - 4,00 | 5B 700.000.00 3 58 700.000 00 21
ot e ‘ 58, 700,000,00 a 58 800 000,00
BupatiWall Kota
LSRR Pivp L m”w“f;ﬂl i 65 & 458 B0 550,00 73 388,717.000,00 g 386,056 000 00 B3 490,035.200,00 B0 884 (22.600,00
1.05.02 2 02 - Prnegakan
e Pt 313,070 750,00 213.500.000,00 257,140 000,00 339.167.200,00 442.753,000,00
Bupati'Wali Kolm =
w0
tad



TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / BASELINE T
g7 el Bige il 88 2026 2027 2028 2020 2030 PERANGKAT | kETERANGAN
SUBKEGIA DUTEUT 2024

AN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{o1) 02 [ET] (a4} (@5} L] a7 {08 {os) {10}, (L] 12 (13 L (13
Jumiah Laporan Peloksanaan
L] otas | Pananganan Afas Pelsnggaran
kopatuhan masyarakal emadnp | Perauran Daereh dan 15 20 150,544 600,00 44 134540, 000,00 48 155,001 000,00 55 173 826.000,00 -] 1 76 085 000, D0
penogakkan parda Feraturan kepals dasrah Sequni
S0P (Laparan} 5
Jumiah Laporan Hasi
Cawviukan Tarhadap Kepatuan
T 48 46 A5 ] 55 B0
Pesaburan Dasral dan
Pesaturan Kepals Daersh
[Laparan)
Juminh Laporan Hasil
Penyeidimn ats Cugaan
Paraturan Dsarah & B 1 " " 1"
dan Petaturan Kepala Caarah
dumlah Parara yang Capat = 2 3 4 - 5
1mmmﬁéﬁr. =
mm‘“"“n ) 2000000 16.250:0000,00 17,875 000,20 17.675.000,00 1B.975.000,00
dan Peratumn Hepaks Desrah .
Jumish Laparan Hasl
:;T;;:TP.W" Parrpalidikan atns Dugash
Pamiman Mhhn“". Palanggaran Peraturan Daerah B ] 20,000,000 .00 10 1625000000 | 3] 1767500000 11 | 7. B75,000,00 1 18,875 000,00
Farsiunn Kapals Dnorsh dan Panabaran Kepaia Dearah
{Laparan} i
1.05.02.2 0r2 D00E - Duikoungan
Bidang atas. 14,580, 700,00 14,550 000,00 28,278 000,00 35.026.000,00 24,540, 000,00
w-ﬂ Paratuvan Caerah Jal | |
Twrebusunyy Gl KN ‘{"‘:;LP:H“" “"=M £ 14 590 7D0.00 2 1.4.640,000 00 4 28 278 000,00 5 35.026.000,00 5 34.8510.000,00
1108 02 2 02 0011 - Fe=
;_""{"""I m_‘:',.h"'m“"w 85 812 500,00 £3,950,000.00 57550 000,00 63.850.900,00 50 580 000,000
_ Paraturan Kepals doerah el
Jusminh Laparan Pelnksanaan
Terlksanoryn Penanganan
Atns Peimniggaran Pamturan Penangaran Atas Pelargesran
Ouarah dun Perairen kepels Peraturan Oaarah dan 15 20 5,812 500,00 44 53550 000,00 48 57 .550,000.00 55 £3.850.000,00 55 60580 000,50
damrah Sesis) SOE Paraturan kapala deorah Sesual
S0P (Lapeman) S
1.05.022.02.0012 - 1
Pangawasan As Kapaiuhan
Tethadap Palaksansan 50,132 400,00 A48 .650.000,00 | 51, 300,000 00 §7.075 000,00 51,200,000 00
Paraturan Dwerah dan
Parmturan Kepaks Daarah i i
Jumish Laporn Hasil
TTeiaksananya Pangawesan Pelaksansan Pengmvasan yang
yang Ddakukan Tarhadap Ciainikan Terhadap Kepatuhan
Kaopatuhan T Terhadap Palaksaraan s af 50132 400 00 e 4885000000 43 51.300.000 00 55 &7 .075.000.00 i B1.200.000,00
Polaksanaan Peraturan Dasrah Paraturon Daarah dan
dan Pamturan Hopala Deamh Peraturan Kapals Deemh
[Laparar) .
woain ks Jumilah Dokuman Pemberasan
pelalcanaan penegokan parda Hanll Panyldlkan atas F 18252815000 3 T4 083-000,00 4 106138, 000,00 5 188.341.200,00 B 266.653.000,00
dan periads Petanggaran Perda (Dokumsen) [
= ma
£




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
: NGKAT
mwg::?unf INDHKATOR OUTCOME | ,:mn 2008 20T 2028 2020 2030 PERA . KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT : i
: TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGL
1) (02) (03) (04) (05} {08) {07) (08) 108) (10) (11) (12) (13 (14) (19
Jumiah Liporan Hasl
Pambaraat dan Perpuuban
akes Polanggar Peratuman a -] [ ] B 8
Dwerah dan Pemburan Kepsla
i/}
Jumiaih Lapoan Hasll
Palaksmnaar Sesiaksasi
Pansgaikan Peraturan Daoral 5 - 5 A 12 20
dan Pereluan Kepala
1,08.02.7 02 D004 - Pambinaan
e ety ey Y 8.400.000.00 12.800.000,00 16.050.000,00 16.050,000,00 21,200.000,00
dan Paraturan Kepala Daarah
Jurmia b Laporan Hasl
;i.zhluurr:;mmn dan Pamibi dan Pe ki
m’mﬂ danesh dan Peraturgn | % Pelanggar Penstuman a ] §.400.000,00 L] 12.000.000,00 -1 18.050.000 00 a 16.050,000,00 8 21400000, 00
¥epala Dagrah Dusitask: chan Pemturnn Kepals
\ Dmermh [lsporan) e _—
1.05.02.2.02 D00 -
PeretKan St P Posngul 312615000 376600000 4.708.000.00 £ 196 000,00 .796.000,00
Dsarat
Teruksanarym Pembeikasan Jumilah Dokuman Pemborkasan
Hasl Penyidicn sleh PRPNS Hasil Panyldioan abas - 2 3128 160,00 3 3.285.000,00 a 4 Tl 000 00 5 B.108 000,00 B 8795 000 DO
Peragak Parda Polanggatn Perda {Dokurman)
105022 02 0010 - Socdnitensi
Daerah 150, D00.000,00 61 93300000 B1.293.000,00 143 065, 200,00 235 462 000 00
dan Peraburan Kepals Dasrah
| Jurtish Lapormn Hasl
Termhsaranya Sosinkaasi Pelaisanaan Sosiaksasl
Penagakan Permiuman Deerah Panagaian Paratusan Dastsh 5 L1 150 000.000 00 L B2 92300000 -] 1,293 000,00 12 143.085.200,00 20 234 462 000 00
dan Posptumn Kepaka Daerah dan Peratisnn Kepals Decsah
1.05.02 2 03 - Pembinsan
Paryidik Pegawai Negari Sipil 143 53090000 145,118 000,00 138 518.000,00 150 BEE.000,00 181,268 800,00
[PPHES)
Jumiak Dekuman Hasi
Kesningkatnya keqosarma anisr
it ichmtibil s =gt i) Prigknaraat Kerje Samo Ariar
pelakuanann penegakan parda Lambaga dan Kamitman dalam 4 25 000.000,00 2 28,420,000, D0 4 20.420.000,00 4 23,020,000 00 & 34 500,000 00
it Pelal=anaan Penagalan
Paraturan Dasrah (Dokurmen)
1,05.02.2 (3 0003 - Ko Sama
e o 26.000.000,00 2542000000 26 420,000,00 35,020,000 00 34.800,000,00
Peraturan Caarah = 4
Tersedanya Dokumen Hasll Jurnlah Diokuman Hasd
| Palaksannan Ferja Sama Antar Puda ksanaan Ketja Sama Antar
Lambaga dan Kemitrann dalam | Lembaga dan Kemitrasn dalam - 4 26,000 000,00 4 25.420.000,00 4 29 420.000,00 ] 33.020.000,00 4 34 50000000
Palaksanaan Panegakan Peigkzanazn Pensgakan
Peraturan Doarah Peraturan Cmerah (Dobumen) H
Teraksararyn panindsken Bural n Kepala Devrab
tantang . 1 118.529.900.00 1 119 888 000,00 1 1000488000 00 1 117848 000 00 4 116.789.800,00
lerhacsp palingoamn parts | o\ etmrint PPHE [Dakirnen) e
=]
(o




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

g gt ) BASELINE
PROGRAM | DUTCOME INDIKATOR OUTCOME | PERANGKAT i
“m-ﬁ-"“ ] OUTPUT Tﬂﬂ!m 2026 w027 028 2028 2030 DAERAH KETERANGAN
oUTPUT
SUBKEGIA TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) {02} (63 i04) {05} 08) {07 {08} i08) i10) (11} (12} {13 [14) 5
Jurninh Laporan Hasl
i dasi
Poningiatan Kapasitss Paja 4 [ [ a ) [
PPME Penogak Perds
{Laporan}
Jumiah Laporen Hasd Kinoga 2 2 % 4
Seirutariat PPHE [Laparan) x s
Jurlak Apssiatur yang Mengikuti
Drkdat PPRS Panegek Peraturan 1 ! 1 1 1
Daorsh (Lapomn]
;f:ffzml m.m 7 000,000,060 7.500,000,00 7.500,000,00 £.000.000,00 000, 000,00
Surat Kepetusan Kepala Daemh
Tarbentikhye Secetarst PPHS | entang Pambentukan - 1 7.000.000,00 1 7 500.000,00 1 7.500.,000.00 1 £000.000,00 4 & 000.000,00
Selresariat PPHS [Deluimsn)
;.m.ﬂil 03 0004 - 4
| Pataturan Dasrsh = sy 66 00 65978,
Tarsawanmym Anggaran Diidat Jureiah Aparalur yang Mangiku == el S 1
PPNE Panegik Persbaran ekt FPNE Panegai Peraiumn 1 B6.530.000,00 1 88 .530.000,00 1 &6 530 000,00 1 B 5RE 000 00 1 55 978.000.00 |
| Dasrah Duaersh (Laporan) e I
L 15.000.000,00 15,000.000,00 16.200.000,00 16,500.000.00 16.750,000.00
Tortaksananya Tugas dan — e
F.""""JI s‘m dalam mmmm 2 15, 000.000,00 2 15 000 000 00 F 1820000000 | 4 16,500.000,00 a 16.750,000.00
Paraturan Dastah |
1.05.02 2 03 0006 - 1
Pengambangan Kapesitas dan 269,699 800,00 30.668.000,00 192648000 00 28,60 000,00 25.041 600,00 1
|_Kariar PPNG = 5
Jumtah Lagoran Fasi
Toslaksananya Pengombangan Pengambangan dan
dan Paringiatan Kapasites Peningkatan Kapasias Pojabat 4 & 20,599 900 00 3 30.688.000,00 & 19268 000 00 B 28 7RO 000,00 -] 25 041 800 00
Pajabat PPNS Penegak Perds PRMS.
bl {Laporan) OIS . =
Monirgkainys peninaien gangguan bankbiem yang &5 89 1.212.262 800,00 73 1.230.270.000,00 il 1365270 000,00 8 1.490.270,000,00 B 1.525.270,000,00 |
1.05.02 .3 0 - Pemanganan I
mnm#.:ﬂ:m 3831 154 850,00 5 353 170.000,00 £ .458.170.000,00 5,626 970.,000,00 .00, 070,000, 00
| i Seha} Daerah Kabupatsniets
Jumiah: 500 Gatuan
KManirgkainya Kerjasama Parlindy
Penindahisn Trarsoem rinungan sk et yng p o 347.270.000 0 270,000, '
Perindaian i dangen | s Hapagtesaa 00 375.270.000.00 7o 480.279,000,00 7o 565 270.000,00 ™ 840 270,000.00
Jumiah anggots Satpol PP dan
Satlrmas yang
kapasita: B0Mrya mellu 78 a3 B [ a0 w0
Pelatihan Teknls Satpal PP dan
Sasiremas (Orang)
Jumiah Aparsivr Satpol FRyang |
Falaiihan Dnsar Polisl Pamang - 3 3 A 3 3
el =0 |_Praja (Orang) g1
O
(=




=
-._]
-

BIDANG URUSAN / ’ TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | “'EI Iulll.lE 2026 PERANGHAT
SUBKEGIATAN SUTPUT il 3024 i W DAERAH WETERARGAN
M .- 3
¥ TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(o1 {02 (03] (04 {05) 142 {07) 08) (aa) {10} {1 (12 (3 it4) i15)
Jurnish Dokumen S0P I
Fetertiban Lmum dan |
Hatentaremes Masysrakal yarg 11 25 25 F} | k- 25
Todah Dibazat dam Dimutakhircan |
(Do |
Jurnksh |
Mialentaraman dan Kessitiban
Unaum bardasarkon Perdas dan l
Pcmrgl::: m;q 118 =0 150 200 | 2o0 ] 250
Karusuben Massa yang |
Dhlakidear Penindakan | |
[Laspommn] = = el ST | i S| e o M T
Jumiah Pajanat | |
ViR ufi kompetanal |
Al f parpindshan . 3 a i | 4 4
jabatan ko jmbatan fengsional
FPod PP, Promes! dan kanalkan
ering jkakan. (Omng)
105022010008 - 1 :
Lo S K 7,006.600,00 25 000,000,200 | snooono0o | 35.000.000,00 4000000000
.. =i W5 s HTIA A | 1 NS P
Jumiah Dokumen S0P |
Tersadianya Dokumen S0 Katartiban Limum dan
Katatibar Umum dan Eptantereman Masyarbnl yang 11 il 7.000.000,00 25 5 000.000.00 25 30000 000,00 b H5.000.000,00 25 40,000, 000,00
Katentarnman Masyarakal Telah Dttt dan Chmutaihircan
| (Dokumen) | |
10502300 00a - | |
Paninguatan Kapasdas SO |
Safuan Polisl Pamong Praja | |
imolakil Pandidikan dan 34,950,000,00 . 900, 000 40 | 34.990.000,00 | 34.900.000,00 A4, 590, 000,00
Pelathan Desar Pol FPngsianal | I
Pol PP dan L Kompobsre begi | |
% | :
Manngiatya i il e e [ i ' I B
Satisan Polks Pamong Prajs ﬁ“"_. .S:P:"'PFW
alakil Pendidikan dan P_ﬂ"_ m_“’“;, i P 3 34 890 000,00 E] 34,590,000, 00 a 24 660,000,060 | ] 34 880.000,00 3 34 £, 000,00
Paiatihan Dazar Poil PP bagl e =
Palini & @ (Crang) I
105 ua.z_m.nm;- T | =
Paningkatan Kapasitas SOM Pol |
PP malalul Ui
unbuk UsLitan perpindahan 15 280 000,00 15,280,000,00 15,280,000 00 15, 280,000,00 15, 280,000,00
jabatan ks jabatan fungsioral
Pal PP, Promass dan ke lkon
_lanjang jabatan = e i e
Juminh Paa bat Fungsional
meningkatnya Kapasitns SO | 1ANG Mengiull uf kompetens|
Pol PP metall U Kompatans ;"‘"‘“ “ﬁww'.“ 3 15 280.000,00 ¥ 15 280 000,00 4 15.280.000,00 4 15 280,000 50 4 15,280 000,50
b Poputart Fungslonal Pot PP Paol PP, PFromosl dan kenaiken |
jeniang abatan. (Onng)
105022010013 - |
Poningkaitnn Kapasitas SOM 140 000,000 00 150.000.000.00 | 200000 000 00 250.000.000,00 | 50,000, O, O
Eatumn Palincungan Masyarakat I | |




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

v s
PROGRAM / IME | INDIKATOR OUTCOME J
o TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 ErAn | | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 3
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) (03) (04) (95) {08) (07} 08) (09) (1 '
: o) i1
- — . .-. 12 73 14 15
Gatuan Parlindungan Parfircsngar Misyamat ysng 70 140 000
Musyarakat Ditnglkation Kapasiasanys 00,00 o 150.000 000 00 e #00.000.000,00 ki 250.0000000, 03 o 250,000 000 00
| {Qreng)
1.0502.2.01 0014 - P
[ e - o
s Paolisi i
e T S 25,000 25 000 000,006 30,000.000.00 o000 35,000 000 00
Tekni= Satpol PP dan Satinmas =
Jumish anggata Satpel PP dan -
Meningkalnya Kapasias SOM
Eatan Paisd Patgong Posja: den mmn 1 £ 25 00K.000,00 B85
Saffinmas malaiui Palaohan S 2500000000 - 000000 E
Taknis Satpol PP dan Sotinmas | Foa0han Teknis Sstoct PP dan o i o R
= Batlinmas (Orang)
1.05,02.2.01 0016 - Penindakan
Atas Gangguan Helanisrsman
:"m i
Paida dan Periods
s L] o 125.000.000,00 125.000.000,04 170000 000,00 215.000.000,00 215,000.000.00
Penangonan Unjulk Rass dan
Matsa =
. Jumiah Laporan Gangguan o
e ormaakan Ma% | Katarderaman dan Keteriiban
K I'mm L sk Urmnusn berdasarkan Perda dan
Perdn dan Parknds Melslu Parkadn Medailil Penartian dan 118 150 125.000,000,00
Perartian dan Penangsman Pananganan Unjuk Rasa dan - 1sh0m0men | <-200 170.000.000.00 250 215.000.000,00 25 215.000.000,00
Unjuk Rasa den = Karusuhan Massa yang
s Ditakuican Panindaksn
sk oa (Lapomn} -
Jumish Lapomn g
Layanan Damgak Penegaikan
Porda dun Perkada yang
Torwujudmym Pengamanan TR
pemberian palamnan desar 2 -] B84
Kegiatan Pamerintah Dasrsh P 2 869, 800,00 5 B55 000.000,00 5 865,000 000,00 5 205.000.000,00 ] 935 000,000,600
Dampak Penegakan Perda dan
Perkada yang Tarloyani
{Laparang
Jumish Semng dan Prasamana e
Hatenteraman dan Hebertinan 3 -] 5 5 ]
Uraum yang Tersodia (Unit =
Jumlah
Katarteraman don Kelediban
Limeum yang Dicegah Melalu
Debeksi Dini dan Cegah Dini, 58 s s ars ars
Parnbsinaan dan Panyububsr, i
Pagroli, dan
Pangawalsn
108 0232010015 -
Fancagahan Gangguan
Hatmntaraman dan Keterfiban
Ui Medalul Datekai Dini dan
T40,170.800,00 PE0.00C 100,00 7000 000 00 800.000.000,00 850.000,000.00

Eatl




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
P it A s e |y 2028 2027 2028 2020 2030 P ey | KETERANGAN
SUBEETIRTAN QUTRUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(o) o2 (03] (04) (95) (G8) {07 {os) (09) 19 k] (12 13 it (15
Terlaksaranya Pencegahan
| Gongguan Kemmnteraman dan
Ketertiban Lnum Madaiui
Dateksl Dinl dan Cagah Dini
Pembimsan dan Pemyulubfan, Jurlih Laporan Gongguan
Pelaksanaan Patmoli, Ktartermman dan Kebsrtiben
FengamTaraisananys Limum yang Dicegah Meldd
Pencagahan Gangguan Dtaksi Dini dan Cegab Dini, = 375 T40,1 70s00,00 aTrs TE0 000,000,050 £ T4 TB0.000.000, 00 375 B0 D00 D00 00 ars 83000000000
Kolontetaman dan Kelodtian Fambinaar dan Parmduhan,
Ui Malshl Deloksi Dinl dan Fatrali, Fangamanan, dan
Cagah Dini, Pambirman den Pangawaiin {laporan)
Paryuluhan, Pelaksanann
Fatrol, Pengamanan, dan
Pengawalararan, dan
| Pangowalan W e
1.05.02.2 01 0017 - Panyedinan
Laywnan dassr dalam rangia
Dampak Pensgakan Pemabian 5 000.000,00 5.000,000,00 500000000 5, 000.000,00 5 000 000,00
Daaah dan Forturan kapaka
daerah
Jumiah Laparan Penyediaan
Parda MD;?J&WH
TH?‘I‘E_‘I Ptsysran dasar Teriayankamish L_P:‘E
:_Ph'_g'"' e T pembarian palayanan dasar 2 5 000,000,00 5 5.000,000,00 5 5.000.000,00 5 5.000,000,00 5 51000 000,00
B clon Py kapads wangn Loyanan yang ler
Campak Ponagaksn Perda dan
Parkada yang Tertayani
I — {Laporan) —
1,05.02.2 01.0018 - Pengadaan
e P S S 115828,000,00 100.000.000.00 100.000,000,60 100.000.000,00 100.000.000,00
Fitartiban Limum e e
Tarsadianya Ssrana dan Jumizh Zarana dan Prasarana
Prassrang Ketante mman dan Katentaraman dan Hatartiban 3 5 118820 000,00 5 100 0600.000.00 5 100000000 00 5 100.000.000,00 5 100,000 000,00
Kedartiban Limum Limniien yang Terseda (Linit
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4.4 IKU ( Indikator Kinerja Utama )

Untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum dibutuhkan instrumen yang tepat dan terukur dalam
mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja periode
5 tahun dengan menetapkan IKU yang berfungsi sebagai
pengendalian kinerja organisasi/ unit kerja untuk mencapai tujuan
strategis yang telah ditetapkan. Sebagaimana dituangkan dalam
table 4.4
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TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BASELINE TARGET TAHUN
G st i - A TR 2026 2027 2028 2029 2030 b e
2024

(01 (02) (03) (04) (03) (06) (47) (08) (09) (I (11)
)
1. [1.05.0,00.0.00.01.0000-

Satuan Polisi

Pamong BI'B,JR
2. [Nilai Indeks Indeks 61 61 65 69 73 77 80

Penyelenggaraan

Ketentraman dan

Keteriban Umum

(IPKKU)
3. Nilai Indeks Indeks 61 61 65 69 3 77 80

Satlinmas




4.5 IKI ( Indikator Kinerja Kunci |

Dalam Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di
samping melaksanakan Indikator Kierja Utama , juga melaksanakan
indicator kinerja kunci yang digunakan sebagai alat ukur
keberhasilan suatu kegiatan atau program, dalam mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana dituangkan dalam
table 4.5
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TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
ASELINE TARGET TAHUN
NO/| INDIKATOR STATUS |SATUAN | TAHUN Hp25 D026 2027 2028 2029 2030 KETERANGA
2024 N
1) (02) (03] (04) (03) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12)
. {1.05- URUSAN
PEMERINTAHAN
IDANG
{TENTERAMAN
AN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
ASYARAKAT
2. |Persentase gangguan positif % 85 100 100 100 100 100 100
[Trantibum yang dapat
disclesaikan
3. |Persentase Perda dan positif % 85 100 100 100 100 100 100
erkada yang ditegakkan
4. [Nilai Indeks positif Indeks 61 61 65 69 73 77 80
enyelenggaraan
etentraman dan
eteriban Umum
IPKKU)
5, INiIai Indeks Satlinmas positif | Indeks 61 61 65 69 73 77 80
&




BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029, yang terukur
berkesinambungan,realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu
yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan,
agar dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah dapat berjalan
secara efektif dan efisien.

Selanjutnyarenstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan
Pembangunan pada kurun waktu tahun 2025-2029, serta untuk mengelola
upaya-upaya pencapain dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.
Restra ini akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja ( Renja
) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, dengan tetap
memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif
menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada akhirnya Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2029 ini diharapkan dapat memberikan
arah dan Pedoman bagi seluruh personil Satpol PP beserta stakeholder,
dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna
mewujudkan tujuan dan Sasaran Satpol PP secara berkesinambungan,
yvang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
daerah dalam upaya mewujudkan keseralaran dan singkronisasi dalam
pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten
Nganjuk, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

MARHAEN DJUMADI

104



BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan
dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana
strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk
tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penvusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil
(result oriented) dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan
tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
agar dipedomani dar. menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis
manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan
pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI
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